KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER]I AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa wuntuk meningkatkan tertib administrasi,

Mengingat

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Kementerian Agama, perlu menyusun pedoman;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian

Agama.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 846);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

7Y

T Peratu:&n Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dj
Linglungan Kementerian Agama  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 85 1);

8. Peraturan Menter; Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
18945);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Agama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama
sebagaimana tercantum dalam Lanipiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Formulir SPIP-01 sampai dengan Formulir
SPIP-14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama dikoordinasikan
olch Sekretariat Jenderal,

Evaluasi pelaksanaan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat
Jenderal.

Seluruh  Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada
Kementerian Agama wajib melaksanakan SPIP sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan SPIP scbagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pimpinan Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis wajib membentuk Satuan
Tugas SPIP yang selanjutnya disebut Satgas SPIP.

Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, meliputi:

a. pengendalian tingkat organisasi/kebijakan: dan

b. pengendalian tingkat kegiatan/operasional.



KESEMBILAN

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2018

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

{ LUKMAN HAKIM SAIFUDDINN
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR s5pp TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahug 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyataltan bahwa untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, lransparan,
dan akuntabel, menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota
wajib  melakukan pengendalian  atas penyelenggaraan  kegiatan
pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dilaksanalcan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian  tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan  keuangan, peéngamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 24
Tahun 2011 tentang Penvelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, menyatakan bahwa Menteri
berwenang melakukan pengendalian penyelenggaraan prograrm
pembangunan di bidang agama untuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efcktif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan
Kementerian Agama yang dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan ayat (2) menyatakan bahwa Unit Kerja Mandiri bertanggung
jawab menyelenggarakan Sistemn Pengendalian Intern Pemerintah sesuaj

dengan lingkup tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris
Jenderal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan
pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Kementerian Agama bagi seluruh Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis,
maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam
menerapkan Sistem Pengendaian Intern Pemerintah secara efektil di
lingkungan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis sehingga seluruh Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis memiliki mekanisme yang jelas dan dapat
dipantau sccara periodik baik oleh pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana
Teknis maupun Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
1. Maksud ‘
Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau
pegawai Kemenlerian dalam perigembangan  kebijakan, perencanaan
struktur dan fungsi pengendalian intern, serta sistem dan prosedur yang
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terkait dengan penerapan Sistem
Kementerian Agama.

Pengendalian Intern Pemerintah pada
2. Tujuan;

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai melalui evaluasi
lingkungan pengendalian, rencana aksi serta pemantauan secara
berkzla dan konsisten;

b. teridentifikasinya risiko baik tingkat organisasi/kebijakan maupun
tingkat kegiatan/operasional pada sctiap Satuan Kerja /Unit
Pclaksana Teknis Kementerian Agama;

€. terumuskannya rencana kegiatan pengendalian atas kelemahan
lingkungan pengendalian dan risiko yang teridentifikasi baik risiko
tingkat organisasi/kebijakan maupun tingkat kegiatan/operasional
pada setiap Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Agama;

d. terkomunikasikannya kegiatan pengendalian atas kelemahan
lingkungan pengendalian dan risiko yang teridentifikasi baik risiko
tingkat organisasi/ kebijakan maupun tingkat kegiatan/operasional,
kepada seluruh jajaran pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Agama dan penanggung jawab program/kegiatan secara
efektif;

e. terintegrasikannya proses penanganan  risiko dalam kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja;

f. terpantaunya seluruh proses pelaksanaan sistem pengendalian intern
pada Kementerian Agama secara berkala: dan

g terlaporkannya pelaksanaan sistemn pengendalian intern pada
Kementerian Agama secara tepat waktu.

3. Sasaran
a. tercapainya tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada
Kementerian Agama secara efektif dan efisiensi;
b. tersajinya laporan keuangan Kementerian Agama yang handal;

c. terwujudnya pengamanan aset negara/barang milik negara yang
efektif; dan

d. terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bagi
seluruh ASN Kementerian Agama yang optimal.

C. Prinsip

Prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

L. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Hal paling utama yang harus mendapatkan perhatian adalah
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Demikian pula
langkah-langkah pengendaliannva juga harus memperhatikan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Berorientasi Jangka Panjang
Pengendalian tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek
telapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknva
secara jangka panjang.

3. Berimbang ;
a. keputusan yang diambil dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern
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Pemerintah  harus memperhatikan  pemangku kepentingan
rsmkehc_)kiemj secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku
kepentingan (stakeholders) tertentu; dan

D. Faktor-faktor Kunci Keberh i -
Pemerintah )

Faktor-faktor keberhasilan yang secara khusus terkait dengan keberhasilan
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:
1. adanya komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;

2. adanya pihak yang ditetapkan yang secara langsung bertanggung jawab
untuk  mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah,;

3. adanya kesadaran dari setiap orang di lingkungan Satuan Kerja/ Unit
Pelaksana Teknis terhadap prinsip pencrapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami
manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan kegiatan yang efektif;

4. adanva kebijakan pengelolaan risiko (risi management policy) yang merinci
peranan  dan tanggung jawab dan pimpinan dan pelaksanz Satuan

Kerja/Unit Pelaksana Teknis;

- adanya metodologi pengelolaan risiko yang menyeluruh;

- adanya pelatihan untuk selurih pimpinan dan pelaksana, baik pelatihan
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara umum untuk
twjuan kesadaran risiko (nsk awareness) maupun pelatihan yang lebih rinei;

7.adanya pemantauvan yang terus-menerus mengenai status pengelolaan
risiko; dan

8. adanya penguatan (reinforcement) yang mencakup Indikator Kinerja Utama
(Key Performance dicators) (IKU/KPI), evaluasi individual, remunerasi, dan
sanksi.

OV n

E. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Pasal 4 PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Agama, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri
alas unsur:;

Lingkungan Pengendalian;
Penilajian Risiko:

Kegiatan Pengendalian;

Informasi dan Komunikasi: dan
Pemantauan Pengendalian Intern.

Uik Wb~

F. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini, vang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawal untuk memberikan
keyakinan memadai atas lercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan



. Sistem Pengendalian Intern Pe

. Risiko adalah kemungkinan kejadian

. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa,
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yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan
aset negara, dan ketaataan peraturan perundang-undangan,

merintah yang selanjutnya disingkat SPIp
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan  serig

Percncanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan
kementerian/lembaga.

yang mengancam pencapaian
tujuan dan sasaran instansi pemerintah,
dimana, kapan,

mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat

berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

- Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah unit yang

memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan
program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

. Pemilik Risiko adalah pimpinan unit yang memiliki tanggung jawab

terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas
dan fungsi.

- Satuan Kerja yang diselanjutnya disebut Satker adalah satuan-satuan di

bawah satuan organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan
tidak memenuhi unsur-unsur yang menangani administrasi
kepegawaian, keuangan dan umum,.

. Unit Pelaksana Teknis yang diselanjutnya disebut UPT adalah bagian

dari Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari
organisasi induknya.

- Menteri adalah Menteri Agama.
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BAB [I
SATUAN TUGAS SPIP

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011
tentang  Penyelenggaraan Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  dj
Lingkungan Kementerian Agama menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan
SPIP dibentuk Satuan Tugas Kementerian Agama Pusat yang ditetapkan oleh
Menteri dan Satuan Tugas pada masing-masing unit kerja mandiri yang
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja mandiri, '
A. Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat

Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

1. Struktur Organisasi

Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat terdiri dari:

a. Pengarah adalah Menteri;

b. Penanggung Jawab adalah Sckretaris Jenderal;

c. Wakil Penanggung Jawab adalah Direktur Jenderal dan Kepala
Badan;

d. Pengendali Mutu adalah Inspektur Jenderal;

€. Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata
Laksana;

f. Wakil Ketua merangkap Anggota adalah Sekretaris Inspektorat
Jenderal;

g. Anggota adalah Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal,
Sckretaris Direktorat J enderal dan Sekretaris Badan;

h. UPR adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat
Jenderal, Badan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, Balaj Diklat, Balai Litbang, Asrama Haji dan
Madrasah Negeri (MAN /MTsNj;

i. Pemilik Risiko adalah Sekretaris  Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direktur Jenderal, Rektor/Ketua PTKN, Kepala Kanwil, Kepala
Kankemenag Kabupaten/Kota, Kepala Balai, Kepala Asrama Haji, dan
Kepala Madrasah Negeri (MAN/MTsN);

J. Koordinator SPIP adalah:

1) Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasi
Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Jenderal:

2) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian dan
Hukum pada Unit Eselon I Pusat.

k. Administrator adalah:

1) Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan
‘Internal pada Sekretariat Jenderal; dan

2) Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Unit Eselon
I Pusat.

. Sekretariat adalah:

1) Kepala SBub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan
Eksternal pada Sekretariat . enderal;

2] Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja pada Sekretariat Jenderal:
dan

3) Pelaksana dan pejabat fungsional pada Bagian Evaluasi Kinerja
Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro
Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal,



2. Tugas
a. Pengarah
engarah bertugas men

P
Agama sesuai den
telah disusun,

ggrahkan penyelenggaraan SPIP Kementerian
BAn tyjuan, kebijakan, dan rencana tindak yang

b. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab bertugas:

1) mengoordinasikan penyclenggaraan SPIP baik tingkat Kementerian
tingkat Sator/ Kerja/UPT:

2) memberikan pertimbangan terhadap kebijakan penyelenggaraan

SPIP; dan

3) meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan SPIp
Kementerian Agama.

¢. Wakil Penanggung Jawab

Walkil Penanggung Jawab bertugas:

1) membantu Penanggung Jawab  dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP, baik di lingkungan kerjanya maupun pada
Sator/Kerja/UPT:

2) membantu Penanggung Jawab dalam memberikan pertimbangan
terhadap kebijakan penyelenggaraan SPIP, baik di lingkungan
kerjanya maupun pada Satker /UPT; dan

3) membantu Penanggung Jawab dalam meningkatkan kualitas dan
efektifitas penyelenggaraan SPIP baik di lingkungan kerjanya
maupun pada Sator/Kerja/UPT.

d. Pengendali Mutu

Pengendali Mutu bertugas:

1) membantu Pengarah dan Penanggung Jawab dalam mengarahkan
dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;

2) membantu Pengarah dan Penanggung Jawab dalam melaksanakan
pengendalian kualitas penyelenggaraan SPIP;

3) melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP secara berkala
baik tingkat Kementerian maupun tingkat Sator/ Kerja/UPT; dan

4) memberikan saran terhadap perbaikan atas kelemahan SPIP baik
tingkat Kementerian maupun tingkat Sator/ Kerja, UPT.

e. Ketua

Ketua bertugas:

1) membantu  Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

2) menyusun kebijakan tentang  penyelenggaraan SPIP  pada
Kementerian Agama;

3) menyusun rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian
Kementerian Agama;

4) melakukan identifikasi risiko tingkat Kementerian/strategik/
kebijakan setiap awal periode renstra dan/atau revisi renstra;

5) menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi;
6) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh

penanggung jawab kebijakan; .

7) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;
8) melakukan analisis atas laporan penyelenggaraan SPIP Satuan

Kerja/UPT setiap akhir tahun anggaran:
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9) menyusun dan melaksanakan serta mengevaluasi rencana tindak
peningkatan maturitas Sf

_ IP Kementerian Agama berdasarkan hasil
pentlaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

10)melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama
kepada Menteri.

Wakil Ketua

Wakil Ketua bertugas:

1) membantu Ketua dalam men
Kementerian Agama:

2) membantu Ketua dalam menyusun  kebijakan tentang
penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT Kementerian Agama;

3) membantu Ketua dalam menyusun rencana aksi atas kelemahan
lingkungan pengendalian Kementerian Agama;

4] membantu Ketua dalam melakukan ldentifikasi Risiko tingkat
Kementerian /strategik / kebijakan setiap awal periode renstra;

9) membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan pengendalian atas
Risiko teridentifikasi;

6) membantu Ketua  dalam  menginformasikan kebijakan
pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan:

7) membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala
atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;

8) membantu Ketua dalam melakukan analisis atas laporan
penyelenggaraan SPIP Satker/UPT sctiap akhir tahun anggaran;

9) membantu Ketua dalam menyusun dan melaksanakan serta
mengevaluasi rencana tindak peningkatan maturitas SPIP
Kementerian Agama berdasarkan hasil penilaian BPKP setiap
tahun anggaran; dan

10) mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas, apabila Ketua
berhalangan.

goordinasikan Penvelenggaraan SPIP

Anggota

Anggota bertugas:

1) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP Kementerian Agama di
linglkungan unit kerjanya secara efektif dan bertanggung jawab;

2) mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya
masing-masing;

3) memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan SPIP
di lingkungan kerjanya masing-masing; dan

4) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Kementerian Agama.

. Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

1) membentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan kerjanya masing-
masing;

2) mengoordinasikan pelaksanaan SPIP di lingkungan kerjanya
masing-masing,

3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPIP di lingloungan
kerjanya masing-masing secara berkala;

4) menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten; dan

5) melaporkan penyvelenggaraan SPIP kepada Menteri setiap awal
bulan Desember tahun berjalan.

Koordinator .
Koordinator bertugas:
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1) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

2) menyusun bahan penyusunan kebijakan tentang penyelenggaraan
SPIP pada Satker/UPT Kementerian Agama;

3) menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama; '

4} menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat
Kementerian/ strategik/ kebijakan setiap awal periode renstra;

9} menyusun bahan penetapan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi:

6) menyusun bahan informasi  kebijakan pengendalian  kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan;

7) menyusun bahan pemantauan atas efektifitas pengendalian yvang
telah ditetapkan:

8) menyusun bahan analisis atas laporan penvelenggaraan SPIP
Satker/UPT setiap akhir tahun anggaran;

9) menyusun bahan pelaksanaan dan evaluasi rencana tindak
peningkatan maturitas SPIP Kemen terian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

lO)menyusun bahan laporan hasil penyelenggaraan SPIP Kementerian
Agama kepada Menteri,

Administrator bertugas:

1) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

2] menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang
penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT Kementerian Agama;

3) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama;

4) menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat Kementerian /
strategik/kebijakan setiap awal periode renstra;

5) menyiapkan bahan penctapan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi;

6) menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan:

7) menyiapkan bahan pemantauan atas clektifitas pengendalian yang
telah ditetapkan;

8) menyiapkan bahan analisis atas laporan penyelenggaraan SPIP
Satker/UPT setiap akhir tahun anggaran,

9) menyiapkan bahan pelaksanakan dan evaluasi rencana tindak
peningkatan maturitas SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

10)menyiapkan bahan laporan  hasil penyelenggaraan SPIP
Kementerian Agama kepada Menteri,

. Sekretarial

Sekretariat bertugas:

1) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggaraan
SPIP Kementerian Agama;

2) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyusunan
kebijakan tentang penyelenggaraan SPIP  pada Satker/UPT
Kementerian Agama;: o

3) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian Kementerian Agama; o

4) mengumpulkan dan mendokumentasikan bshan identifilasi risiko
tingkat Kementerian / strategik/kebijakan setiap awal periode renstra;
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) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penetapan kebijakan

pengendalian atas risiko teridentifikasi;

6) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi kebijakan
pengendalian kepada seluruh penangeung jawab kebijakan:

7) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan atas
efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;

8) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan analisis atas laporan

penyelenggaraan SPIP Satker/UPT setiap akhir tahun anggaran;

Y) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pelaksanakan dan

evaluasi rencana tindak peningkatan maturitas SPIP Kementerian

Agama berdasarkan hasil penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan
10)mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan hasil

penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama kepada Menteri,

B. Satuan Tugas SPIP pada Satker/UPT
1. Satuan Tugas SPIP pada Unit Eselon I Pusat
Satuan Tugas SPIP pada Unit Eselon | Pusat ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal
dan Kepala Badan.
a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Unit Eselon | Pusat terdiri

dari:

1) Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur J enderal, dan Kepala Badan:

2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata
Laksana pada Sekretariat Jenderal, serta Sekretaris pada
Inspektorat Jenderal, Direktorat J enderal, dan Badan;

3) Anggota adalah seluruh Pejabat Eselon 1l pada Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

4) Unit Pemilik Risiko adalah seluruh Unit Eselon II pada Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

) Pemilik Risiko adalah Pimpinan pada Unit Eselon 1I pada
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal,
dan Badan;

©) Koordinator adalah Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan
Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata
Laksana pada Sekretariat Jenderal, Kepala Bagian Perencanaan,
Organisasi, dan Kepegawaian pada Inspektorat Jenderal, dan
Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum pada
Dircktorat Jenderal, dan Badan;

7) Administrator adalah Kepala Sub Bagian Penyelesaian
Administrasi Hasil Pengawasan Internal pada Sekretariat Jenderal
dan Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan; dan

8) Sckretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian Evaluasi Kinerja
Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan pada
Sekretariat Jenderal dan Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan

Tata Laksana pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan
Badan.
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b. Tugas

1)

2)

3)

4)

Penanggung Jawab

Fenangggng Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Unit Eselon I terkait sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan
rencana tindak yang telah disusun.

Ketua

Ketua bertugas:

a) membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Unit Eselon | terkait;

b) melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendaliarn;

¢) membuat rencana aksi atas kelemahan
pengendalian Unit Eselon [ terkait;

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal
periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun
anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

[) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kebijakan /kegiatan;

g) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengen-
dalian yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon 1
terkait kepada Menteri melahi Sekretaris Jenderal c.q. Kepala
Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan.

Anggota

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada tingkat eselon 11, III,
dan IV di lingkungan unit kerjanya masing-masing secars
efektif dan bertanggung jawab;

b) mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP pada tingkat eselon 11,
I, dan IV di lingkungan unit kerjanya masing-masing;

c) memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan

- SPIP di lingkungan unit kerjanya masing-masing: dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Unit Eselon I terkait.

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

a) memastikan penyelenggaraan SPIP pada tingkat eselon 11, TII,
dan IV di lingkungan unit kerjanya telah dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;

b) melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada unit
Esclon II, IIl; dan TV di lingkungan unit kerjanya setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA);

c) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan pada unit Eselon II, IIl, dan IV di lingkungan
unit kerjanya;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan pada unit Eselon II, III, dan IV di
lingkungan unit kerjanya;

lingkungan



6)

7)
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€] melakukan pemantausn secara berkala
pengendalian yang telah ditetapkan; dan
f) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada pada unit Eselon

IT, I, dan IV di lingkungan unit kerjanya kepada Ketua secara
periodik.

atas efeklifitas

Koordinator
Koordinator bertugas:

a] menyusun bahan penyelenggaraan SPIP Unit Eselon | terkait;

b) menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) menyusun bahan rencans aksi atas kelemahan Iingkungan
pengendalian pada Unit Eselon I terkait;

d) menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
seliap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

€) menyusun bahan kebijakan pengendalian  atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan:

f) menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
selurull penanggung jawab kebijakan /kegiatan;

g) menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Unit
Eselon 1 terkait.

Administrator

Administrator bertugas:

a] menyviapkan bahan penyvelenggaraan SPIP Unit Eselon | terkait;

b) menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Unit Eselon 1 terkait;

d) menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

€¢) menylapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

f) menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan;

g) menyiapkan bahan pemantauan sccara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan _

h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Unit
Eselon | terkait.

Sekretariat

Sekretariat bertugas:

a) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengga-
raan SPIP Unit Eselon 1 terkait;

b} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian; .

¢) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi

atas kelemahan lingkungan pengendalian pada Unit Eselon I
Pusat terkait;
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d) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi
Risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan
Risiko tingkat kegiatan sctiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

€) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program
maupun tingkat kegiatan;

[} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan
kebijakan pengendalian ke
kebijakan /kegiatan;

g) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan
secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah
ditetapkan; dan

h) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon 1 terkait,

informasi
pada seluruh penanggung jawab

2. Satuan Tugas SPIP pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
Satuan Tugas SPIP pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Ketua.
a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada PTKN terdiri dari:

1)
2)

3)

Penanggung Jawab adalah Rektor pada UIN/IAIN/THDN/IAHN dan
Ketua pada STAIN/STAKN/STAKaTN /STABN/STAHN:

Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro pada UIN/IAIN/
IHDN/IAHN dan Kepala Bagian Administrasi pada STAIN/STAKN/
STAKaTN /STABN/STAHN:

Wakil Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Satuan Pengawss
Internal;

4) Anggota adalah:

S)

8)

9

a) Wakil Rektor pada UIN/IAIN/THDN/IAHN;

b} Wakil Ketua pada STAIN/STAKN/STAKaTN/ STABN/STAHN;
c) Direktur Pasca Sarjana;

d) Dekan Fakultas pada UIN/IAIN/THDN/IAHN;

e) Ketua Jurusan pada STAIN/STAKN/STAKaTN / STABN/STAHN,;
dan

[) Kepala Pusat

UPR adalah seluruh Biro/Bagian/ Falultas/Jurusan /Pusat di
lingkungan PTKN;

Pemilik Risiko adalah Kepala Biro/Bagian/Dekan Fakultas/Ketua
Jurusan/Kepala Pusat di lingkungan PTKN;

Koordinator adalah Kepala Bagian/Sub Bagian yang membidangi
crganisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern;
Administrator adalah Pejabat/pelaksana pada unit kerja yang
membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian
intern; dan

Sekretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian/Sub Bagian yang
membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian
intern.

b. Tugas
1) Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada PTKN terkait.

2) Ketua
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Ketua bertugas:

a)

b)

membantu  Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait;
melakukan evaluasi dan  analisis
pengendalian;

membuat rencana aksi atas kelemahan lingltungan pengendalian;
melakukan identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal
periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun
anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun kegiatan;

menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program/kegiatan;

melakukan  pemantauan secara  berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait
kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro

Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu pertama
bulan Desember tahun berjalan.

terhadap lingkungan

Wakil Ketua
Wakil Ketua bertugas:

a)
b)

c)

d)

g

membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyelenggaraan
SPIP pada PTKN terkait;

membantu Ketua dalam menyusun rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian pada PTKN terkait;
membantu Ketua dalam melakukan Identifikasi Risiko tingkat
program setiap awal periode renstra dan tingkal program setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan pengendalian
atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun
keglatan;

membantu  Kemua  dalam  menginformasikan  kebijakan
pengendalian kepada seluruh penanggung jawab
kebijakan/kegiatan;

membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala
atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;

membantu Ketua dalam melaporkan hasil penyelenggaraan
SPIP; dan

h) mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas, apabila ketua
berhalangan.

Anggota

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada PTKN terkait secara

b)
c)

d)

efektif dan bertanggung jawab;

mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya
masing-masing;

memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko
Pemilik Risiko bertugas:



7)

a)

b)

c)
d)
€)
f)

g)
h)
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memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-
masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang berlaku;

melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap
awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kepiatan di unit kerjanya masing-masing;
menginformasikan kebijakan pengendalian  kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan;

melakukan pemantauvan secara  berkala atas efekrifitas
pengendalian yang telah ditetapkan:

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing;

melakukan  pemantavan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator
Koordinator bertugas:

a)
b)

c)

d)

¢)
f)
g
h)

menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait;
menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

menyusun  bahan Identifikas: Risiko tingkat program pada
sctiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyusun bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada PTKN
terkait.

Administrator
Administrator bertugas:

a)
b)

menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait;
menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menylapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama;

menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan:
menyiapkan behan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan:

menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan



8)

=18

h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada PTKN
terkait.

Sekretariat

Sckretariat bertugas;

4) mengumpulkan dan mendeckumentasikan bahan penyelengga-
raan SPIP pada PTKN terkait:

b) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian;

¢) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aks;
atas kelemahan lingkungan pen gendalian Kementerian Agama;

d) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi
Risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

€) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program
maupun tingkat kegiatan;

f) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan  informasi
kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab
kebijakan/kegiatan;

g mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauvan
secara berkala atas efektifitas pengendalian vang telah ditetapkan;
dan

h] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait.

3. Satuan Tugas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Satuan Tugas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

(Kanwil)  ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi.

a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Kanwil terdiri dari:

1)

2)
3)

)
o)

6)
7

8)

Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi;

Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
Anggota adalah Kepala Bidang dan Kepala Pembimbing
Masyarakat Agama;

UPR adalah seluruh unit eselon III;

Pemilik Risiko adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang
dan Kepala Pembimbing Masyarakat Agama;

Koordinator adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi
organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern;
Administrator adalah Pelaksana yang membidangi organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern; dan

Sekretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian/Sub Bagian
yang membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau
pengendalian intern atau yang ditunjuk.

b. Tugas

1)

2)

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Kanwil terkait.

Ketua



3)

4)

5)

2

Ketua bertugas:

a) membantu Penanggung Jawab dalam mengeordinasikan
penyelenggaraan SPIP Kanwil terkait:

b) melakukan evaluasi dan analisis  terhadap lingkungan
pengendalian:

¢) membuat rencana aksi atas kelemahan hngkungan pengendalian:

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal
periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun
anggararn (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun kegiatan;

[} menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program/kegiatan;

g) melakukan pemantauan secara berkala atas elektifitas

pengendalian yang telah ditetapkan: dan

melaporkan hasil penyeclenggaraan SPIP pada Kanwil terkait

kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal c.q. Kepala Biro

Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu pertama
bulan Desember tahun berjalan

Anggota

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Kanwil terkait
secara efektif dan bertanggung jawab:;

b) mengoordinasikan penyvelenggaraan SPIP di unit kerjanva
masing-masing;

¢) memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

a) memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-masing
telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
berlaku;

b) melaksanakan hasil Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap
awal periode renstra, dan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan di
unit kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA);

¢) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat program dan kegiatan di unit kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan; .

¢) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; _

) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing;

g) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kecanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator

Koordinator bertugas:

a) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait;
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b) menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan

c)

d)

e)
D

g
h)

pengendalian;

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan I[dentifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyusun  bahan kebijakan pengendalian atas = Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan:
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/ kegiatan;

menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil
terkait.

Administrator
Administrator bertugas:

a)

b)
c)

d)

€)

gl
h)

menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait,
menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap linglcungan
pengendalian;

menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan linglkungan
pengendalian Kementerian Agama;

menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan:

menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menylapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil
terkait.

Sekretariat
Sekretariat bertugas:

a
Bj
c)

d)

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggaraan
SPIP pada Kanwil terkait:

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian Kanwil terkait;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi Risiko
tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan Risiko
tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima
DIPA tahun berjalan);

mengumpulkan  dan  mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program mau-
pun tingkat kegiatan;

mengumpulkan  dan mendokuwmentasikan bahan  informasi
kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab
kebijakan/ kegiatan;
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g mengumpulkan dan mendokumentasikan b
secara berkala atas efektifitas
dan

h) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan
penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait.

ahan pemantauan
pengendalian yang telah ditetapkan;

laporan

4. Satuan Tugas SPIP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Satuan Tugas SPIP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(Kankemenag)  ditetapkan  dengan Keputusan  Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada

Kabupaten/ Kota terdiri dari:

1) Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor Kementerian
Kabupaten /Kota;

2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

3) Anggota adalah Kepala Seksi, Kepala Penyelenggara dan Kepala
KUA Kecamatan;

4) UPR adalah seluruh unit eselon IV dan KUA Kecamatan 3

S) Pemilik Risiko adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi

. dan Kepala Penyelenggara serta Kepala KUA Kecamatan;

)

Koordinator adalah Pelaksana yang membidangi organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern; dan

7) Sekretariat adalah para Pelaksana yvang membidangi organisasi

dan tata laksana dan/atau pengendalian intern atan yang
ditunjuk. '

Kankemenag

Agama

b. Tugas
1) Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Kankemenag Kabupaten /Kota terkait.
2) Ketua

Ketua bertugas:

a) membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten/Kota terkait;

b) melakukan  evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

e] menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan;

f) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan;

g) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag
Kab/Kota terkait kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal
¢.q. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat
minggu pertama bulan Desember tahun berjalan

3) Anggota
Anggota bertugas:
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a)] melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Kankemenag
Kabupaten /Kota terkait sccara efektif dan bertanggung jawab;

b) mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di  unit kerjanya
masing-masing;

¢) memberikan informasi kepada ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

d)

memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

a) memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-
masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang berlaku,

b) melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan di unit
kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA);

¢) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan;

¢) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

[} melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator

Koordinator bertugas:

a) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag
Kabupaten/Kota terkait;

b) menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

c¢) menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

d) menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

€] menyusun bahan kebijakan pengendalian atas  Risiko
teridentifikasi tingkat kegatan;

) menyusun bahan nformasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan;

g) menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
perigendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP  pada
Kankemenag Kabupaten /Kota terkait.

Administrator

Administrator bertugas:

a) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag
Kabupaten/Kota terkait;

b) menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Kankemenag Kabupaten /Kota;

d) menyiapkan bahan Identifikasi Risike tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
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e) menylapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

) menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

g) menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada
Kankemenag Kabupaten /Kota terkait.

Sekretariat

Sekretariat bertugas:

a) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengga-
raan SPIP pada Kankemenag Kabupaten /Kota terkait;

b) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian;

c) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas

kelemahan linglkungan pengendalian Kankemenag
Kabupaten/Kota;

d) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

e) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan lcebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi tingkat kegjatan;

) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi
kebijakan pengendalian kepada seluwruh penanggung jawab
kebijakan /kegigtan;

g) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan se-
cara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;
dan

h) mengumpulkan dan mendckumentasikan bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten / Kota terkait.

2. Satuan Tugas SPIP pada UPT (Balai/Asrama Haji)
Satuan Tugas SPIP pada Balai/Asrama Haji ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Balai/Asrama Haji.
a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Balai/Asrama Haiji
terdiri dari:

1)
2]
3)
4)
5)

6)

7)

Penanggung Jaweab adalah Kepala Balai/Asramea Haji;

Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha,;
Anggota adalah para Kepala Seksi;

Unit Pemilik Risiko adalah seluruh unit eselon IV

Pemilik Risiko adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala
Seksi;

Koordinator adalah Pelaksana yang membidangi organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern; dan

Sekretariat adalah para Pelaksana yang membidangi organisasi
dan tata laksana dan/atau pengendalian intern ataun yang
ditunjuk.

b. Tugas

1)

Penanggung Jawab
Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelengaraan SPIP
pada Balai/Asrama Haji terkait.
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2) Ketua
Ketua bertugas:

4)

9)

a)
b)

membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
lenggaraan SPIP pada Balai/Asrama Haji terkait;
melakukan  evaluasi  dan  analisis terhadap lingkungan
pengendalian;
membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian:
melaksanakan hasil Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada
setiap awal periode renstra;

melakukan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun kegiatan;

menginformasikan kehijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program/kegiatan;

melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Balai/Asrama
Haji terkait kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q.
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan.

penye-

Anggota
Anggota bertugas:

a)
b
)
d)

melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Balai/Asrama Haji
terkait secara efektif dan bertanggung jawab:

mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya
masing-masing;

memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko
Pemilik Risiko bertugas:

a) memastikan penyelenggaraen SPIP di unit kerjanya masing-
masing telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang
berlaku;

b) melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan di unit
kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA);

¢) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risike teridentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan;

e} melakukan pemantauan secara berkala atas cfektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

f) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing;

g) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator

Koordinator bertugas:



6)

7)

a)
b)
)
d)
€)

f)

B)

h)

~BE.

menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Balai/Asrama
Haji terkait;

menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan linglcungan
pengendalian;

melaksanakan hasil Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada
setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA) ;
menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyusun  bahan  kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada,
seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan;

menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyusun  bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada
Balai/Asrama Haji terkait.

Administrator
Administrator bertugas:

&)
b)
c)

d)

menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Balai/Asrama
Hayi terkait;

menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap linglcungan
pengendalian;

menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan linglkungan
pengendalian pada Balai/Asrama Haji;

menyiapkan bahan [dentifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢) menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

f) menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

g) menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada
Balai/Asrama Haji terkait.

Sekretariat

Sekretariat bertugas:

al
b)
c)

d)

€)

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengga-
raan SPIP pada Balai/Asrama Haji terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisisi terhadap lingkungan pengendalian;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas
kelemahan lingltungan pengendalian pada Balai/Asrama Haj;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan ldentifikasi
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program
maupun tingkat kegiatan;
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f) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi
kcbgakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab
kebijakan/kegiatan:

gl mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauarn
secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah
ditetapkan; dan

h) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan

laporan
penyelenggaraan SPIP pada Balai/Asrama Haji terkait.

6. Satuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri (MA/MTs)

Satuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Madrasah.

a. Struktur Organisasi

gtrgklur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri terdiri

ari:

1) Penanggung Jawab adalah Kepala Madrasah:

2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Urusan Tata Usaha;

3) Anggota adalah para Wakil Kepala Madrasah, Kepala Unit
Pelayanan, Pembina Ekstrakurikuler;

4) UPR adalah Urusan Tata Usaha Unit Pelayanan;

5) Pemilik Risiko adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Unit
Pelayanan;

6) Koordinator adalah Pelaksana yang membidangi organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern dan/atau vyang
ditunjuk; dan

7) Sekretariat adalah para Pelaksana yang membidangi organisasi
dan tata laksana dan/atan pengendalian intern atau yang
ditunjuk.

b. Tugas
1) Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Madrasah Negeri terkait.

2) Ketua
Ketua bertugas:

a) membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri terkait;

b) melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

c¢) membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun kegiatan,

f) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program/kegiatan;

g) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian vang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri
terkait kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala
Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan.
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3) Anggota
Anggota bertugas:

4)

9)

6)

a)
b)
c)

d)

melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Madrasah Negeri
terkait secara efektif dan bertanggung jawab;
mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di
masing-masing;

memberikan informasi kepada ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

unit  kerjanya

Pemilik Risiko
Pemilik Risiko bertugas:

aj

b)

g
h)

memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanva masing-
masing telah dilaksanalkan sesuai kebijakan dan prosedur yang
berlaku;

melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan di unit
kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA);

menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;
menginformasikan kebijakan pengendalian kepada secluruh
penanggung jawab kegiatan,

melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing;

melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendaliand yang telah ditetapkan; dan

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator
Koordinator bertugas:

a)
b)
c}
d)
e)
f)

g)

h)

menyusun bahan penyeclenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri
terkait;

menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyusun bahan kebijakan pengendelian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian vang telah ditetapkan; dan

menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP  pada
Madrasah Negeri terkait.

Administrator
Administrator bertugas:

a

menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Madrasah
Negeri terkait;
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b)
c)
c)
€)
f

e
hj
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menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Madrasah Negeri terkait;

menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Madrasah
Negeri terkait.

Sekretariat
Sekretariat bertugas:

)

b)

h)

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengga-
raan SPIP pada Madrasah terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendaliar;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi
atas kelemahan lingkungan pengendalian pada Madrasah
Negeri terkair;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi tingkat kegiatan;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi
kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab
kebijakan/kegiatan;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan
secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkean;
dan

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan penye-
lenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri terkait.
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BAB [II
MEKANISME PENERAPAN SPIP

A. Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian

1. Sub Unsur Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan
kondusif untuk penerapan Sistemn Pengendalian Intern dalam lingkungan
kerjanva, melalui:
penegakan integritas dan nilai etika;
komitmen terhadap kompetensi:
kepemimpinan vang kondusif;
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
penyusunan dan penerapan kebijakan yang schat tentang
pembinaan sumber daya manusia;

g perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
dan

h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

R R gl

Satker/UPT harus memastikan bahwa unsur-unsur lingkungan
pengendalian  telah  dirumuskan dan diimplementasikan demi
terwujudnya SPIP yang efektif.

1} Sub Unsur Lingkungan Pengendalian
a) Penegakan Integritas dan Etika

Penegakan integritas dan nilai ctika sekurang-kurangnya

dilakukan dengan:

(1) menyusun dan menerapkan aturan perilaku;

(2) memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada
setiap Satker/UPT;

(3) menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan
terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap
aturan perilaku;

(4) menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi
atau pengabaian pengendalian intern; dan

(5) menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong
perilaku tidak etis.

b) Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan

dengan:

(1) mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhk..an
untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing
posisi dalam Satker/UPT; _

(2) menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi
pada masing-masing posisi Satker/UPT;

(8) menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk m_emban_ru
pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja-
annys; dan
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(4) memilih pimpinan Satker/UPT yang memiliki kemampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan
Satker/UPT.

Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan

dengan:

(1) mempertimbangkan Risiko dalam pengambilan keputusan;

(2) menerapkan manajemen berbasis kinerja;

(3) mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

(4) melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan
yang tidak sah;

(5) melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada
tingkatan yang lebih rendah; dan

(6) merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan
dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan

Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

sckurang-kurangnya dilakukan dengan:

(1) menvesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Satker/UPT;

(2) memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam
Satker/UPT;

(3) memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern
Satker/UPT,

(4) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap
struktur organisasi schubungan dengan perubahan lingkungan
strategis; dan

(5) menetapkan jumlah pegawal yang sesuai, terutama unfuk
posisi pimpinan.

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

(1) wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dquan
tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan
Satker/UPT;

(2) pegawai vang diberi wewenang memahami bahwa wewenang
dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain
Satker/UPT yang bersangkutan; dan

(3) pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan
wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM *

Penvusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber dava rmanusia dilaksanakan dengan memperhatikan

sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: |

(1) penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampal
dengan pemberhentian pegawayi; _

(2) penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses
rekrutmen; )

(3) supervisi periodik yang memadai terhadap pegawal,

(4) kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia: .
(a) kapasitas, kompetensi, dan integritas Sumber Daya Manusia

dan pengembangannya harus ditetapkan.
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(b) program pengembangan di bidang SPIP minimal berisi:

- Program induks;;
- Program pelatihan; dan
Program pendidikan dan sertifikasi.

(5) Satker/UPT harus memastikan adanya anggaran yang memadai
untuk melaksanakan huruf a dan b di atas agar kompentesi
SPIP yang ada di dalam Satker/UPT selalu sesuai dengan
tuntutan pekerjaan dan profesionalisme;

(6) SPIP diperkenalkan kepada seluruh jajaran Satker/UPT, sejak
hari pertama mereka bergabung dan secara terus menerus
dikomunikasikan;

(7) sumber daya yang perlu disiapkan untuk SPIP adalah:

(a) pimpinan dan SDM dengan tugas dan tanggung jawab
khusus terkait dengan fungsi ini dan memiliki keahlian yang
sesuai;

(b) program dan anggaran pelatihan setiap tahun;

(c) sistem informasi khusus (termasuk untuk database dan
whistleblowing; dan

(d) anggaran dana vang dialokasikan untuk proses SPIP.

g) Peran APIP yang Efektil

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah vang

efektif sekurang-kurangnya harus:

(1) memberikan keyakinan yvang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efekfivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Satker/UPT;

(2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas SPIP
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

(3) memelihara dan  meningkatkan  kualitas tata  kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker/UPT.

h) Hubungan Kerja yang Baik
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah

diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar
Satker/UPT dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Satker/UPT wajib melakukan cvaluasi terhadap lingkungan
pengendalian yang meliputi 8 (delapan) komponen tersebut.

g,

Tujuan

1) untuk mengetahui tingkat keandalan dan kelemahan lingkungan
pengendalian; dan

2) untuk memberikan masukan dan informasi kepada pimpinan
sebagal dasar menyusun rencana tindak penguatan lingkungan
pengendalian;

Mekanisme evaluasi

1) evaluasi lingkungan pengendalian dilakukan melalui pengisian
kuesioner terkait 8 sub unsur lingkungan pengendalian oleh seluruh
pejabat/pegawai pada masing-masing Satker/UPT secara berkala;

2) apabila angka 1 tidak memungkinkan, maka pengisian kuesioner
dilakukan secara sampel dengan mempertimbangkan tingkat
representasi baik dari pejabat struktural dan pejabat fungsional
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serta pelaksana pada Satker/UPT;

pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara manual maupun

secara elektronil;

pengisian kuesioner harus dilakukan sesuai kondisi sebenarnya

dan bukan rekayasa (dikondisikan); L

9) hasil evaluasi lingkungan pengendalian akan menghasilkan 4
(empat) kriteria kondisi, yaitu:

a) Memadai;

b) Cukup Memadai;

¢) Kurang memadai; dan
d) Tidak memadai.

6) lingkungan pengendalian dinyatakan baik apabila seluruh
komponen memperoleh hasil minimal cukup memadai (>3) dan

dinyatakan kurang baik apabila evaluasi memperoleh hasil kurang

memadai (<3);

melakukan pemectaan terhadap setiap instrumen yang masih

mempercleh nilai <3 (kurang/tidak memadai) sebagai bahan

penyusunan rencana tndak penguatan lingkungan pengendalian;
setiap rencana tindak pada masing-masing komponen harus
memuat waktu pelaksanaan dan penanggung jawab;

pelaksanaan rencana tindak harus dimonitor secara berkala oleh

Satuan Tugas SPIP masing-masing Satker/UPT;

10) evaluasi lingkungan pengendalian dilakukan secara berkala,
setelahh  seluruh  rencana  tindak penguatan pengendalian
dilaksanakan secara konsisten, dengan tujuan untuk melihat
perkembangan keandalan lingkungan pengendalian secara
periodik; dan

11) pelaksanaan evaluasi lingkungan pengendalian menggunakan
instrumen/ kuesioner sebagaimana pada lampiran 1.

3)

4)

7)

8)

9)

—

B. Pencrapan Unsur Penilaian Risiko

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa
pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Unsur
penilaian Risiko merupakan fokus dari penyelenggaraan SPIP. Kegiatan
penilaian Risiko dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan Risiko.
Penilaian Risiko merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak di
linglkungan Satker/UPT, yaitu Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai yang dapat
mempengaruhi pencapaian sasaran/tujuan Satker/UPT di lingkungan
Kementerian Agama.
1. Peran Pimpinan
a. Peran Pejabat/Pimpinan Satker/UPT dalam penilaian Risiko adalah:
1) menetapkan kebijakan dan perencanaan agar pengelolaan Risiko
berjalan dengan efisien dan efektif;
2) menetapkan sasaran-sasaran organisasi baik jangka pendek
maupun jangka panjang,
3) mengembangkan strategi pengelolaan Risiko untuk pencapaian
sasaran; dan
4) membentuk sistern dan mekanisme untuk Whistleblowing yang
mencakup:
a) saluran resmi kepada Satuan Tugas SPIP untuk whistleblowing;
dan

b) perlindungan dan penghargaan bagi Whistleblower.
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b. Penilaian kinerja berbasis Risiko dan penghargaan
1) Sasaran, strategi dan indikator serta penilaian kinerja berbasis
Risiko harus dituangkan ke dalam Renstra dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT);
2) Penilaian kinerja berbasis Risiko diterapkan terhadap setiap UPR
dan para Pemilik Risiko (risk owners);

3) Penilaian kinerja berbasis Risiko cleh Pejabat Satker/ UPT harus
berdasarkan:

a) laporan profil Risiko setiap UPR; dan
b) hasil analisis dan rekomendasi dari Satgas SPIP.
4) Aspek-aspek penilaian kinerja berbasis Risiko mencakup:
a) tingkat Risiko setiap UPR;
b) kinerja manajemen Risiko setiap UPR;
c) tingkat kepatuhan; dan
d) kompetensi yang dikembangkan selama periode penilaian,
o) Sistem penghargaan dikembangkan secara adil dan wajar sejalan
dengan kebijakan Satker/UPT.
c. Good Governance, Sistem Manajemen, dan Reviu/ Audit
Goed Governance adalah prinsip, struktur, dan proses yvang digunakan
mstansi pemerintahan  untuk meningkatkan akuntabilitas guna
mewujudkan visi dan misinya dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai
etika. Penerapan SPIP di Satker/UPT wvyang didukung sistem
manajemen dan audit adalah wujud penerapan Good Governance.
Terhadap pengelola Risiko pada Unit Pemilik Risiko dilakukan:
1) reviu minimal satu kali dalam setahun oleh tim yang dibentuk oleh
Ketua Satgas SPIP di Lingkungan Kerjanya; dan

2) audit minimal satu kali dalam tiga tahun oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama.

d. Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen
1) Satker/UPT wajib mendokumentasikan keputusan-keputusan
yang telah dibuat dan hal-hal yang telah dikerjakan agar dapat
dipelajari dan diperbaiki di waktu yang akan datang; dan
2) Dokumentasi  tersebut  hendaknya  dikendalikan  dengan

menerapkan sistem dokumentasi berdasarkan sistem manajemen
mutu yang ditetapkan.
2. Proses Penilaian Risiko
a. Penetapan Tujuan
1) Tujuan

Penetapan konteks dilakukan untuk tujuan:

a) mengidentifikasi lingkungan dimana penilaian Risiko hendak
diterapkan;

b) mengetahui dan menetapkan pihak-pihak yang pealing
berkepentingan dengan proses penilaian Risiko dan hasil dari
proses tersebut;

c) menetapkan ruang lingkup dan tujuan penilaian Risiko, kondisi
yang membatasi dan hasil yang diharapkan; dan

d) menetapkan berbagai kriteria yang digunakan untuk
menganalisis dan mengevaluasi Risiko,

2) Penanggung Jawab Pelaksanaan o
a) Penanggung jawab pada tingkat Satker/UPT adalah Mimpinan
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Satker/UPT dan Ketua Satuan Tugas; dan
b) Penanggung jawab pada tingkat kegiatan adalah pemilik Risiko
dan penanggung jawab pada masing-masing kegiatan di unit
terkait.
3) Tahap-tahap pelaksanaan
a) mengidentifiknsi sasaran strategis sesuai dengan dokumen
perencanaan (Renstra) tahun berjalan;
b) mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan
dokumen perencanaan (Renstra) tahun berjalan.
c) mengidentifikasi tujuan kegiatan berdasarkan Term of Reference
(ToR) masing-masing kegiatan,
d) menjabarkan ruang lingkup penerapan yang berisi tentang:
(1) ingkat penerapannya: pada tingkal Satker/UPT atau
kegiatan,
(2) lingkup penerapannya: program, kegiatan, atau aktivitas
tertentu;
(3) sasaran dan tujuan penerapan;
(4) sifat keputusan yang dihasilkan;
(5) waktu dan lokasi kegiatan;
(6) kajian pendahuluan yang dibutuhkan;
(7) sumber daya yang dibutuhkan;
(8) peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam proses
tersebut; dan
(9) hubungan kegiatan tersebut dengan kegiatan lain yang ada.
¢) mengidentifikasi dan menctapkan pihak-pihak, baik internal

maupun eksternal, yang berkepentingan terhadap proses atau
aktivitas SPIP; dan

f) keluaran (Output)
Laporan hasil penetapan tujuan.

b. Identifikasi Risiko
1} Tujuan
Untuk mengidentifikasi seluruh jenis Risiko yang berpotensi mengha-
langi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasararn/tujuan
Satker/UPT maupun UPR.
2) Penanggung Jawab Pelaksanaan
Pemilik Risiko pada masing-masing UPR di bawah pengawasan
Ketua Satuan Tugas.
3) Tahap-tahap Pelaksanaan:
a) Risiko Tingkat Organisasi/ Kebijjakan /Program
(1) melakukan identifikasi Risiko organisasi/kebijakan /program
berdasarkan sasaran strategis yang tercantum dalam
dokumen perencanaan (renstra) tanun berjalan;
(2) melakukan identifikasi Indikator Kinerja (IKU) berdasarkan
dokumen perencanaan (Renstra) tahun berjalan;
(3) mengidentifikasi Risiko masing-masing sasaran strategis
dengan memperhatikan rumusan 1KU yang ada;
(4) Risiko  tingkat  organisasi/kebijakan /program  dapat
dirumuskan dengan negatif JKU;
(5) mengidentifikasi sebab dan dampak dari masing-masing
Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau
menunda tercapainya sasaran stralegis;
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(6) mengklasifikasikan Risiko yang telah diidentifikasi ke dalam
beberapa jenis Risiko, di antaranya;

Risiko strategik/kebijakan adalah segala Risiko yang
dischabkan atau yang timbul karena perubshan kebijakan
lingkungan kerja pengawasan, seperti perubahan kebijakan,
dan sebagainya, serta kebijakan yang diambil sebagai respan
terhadap hal tersebut;

Risiko finansial, merupakan segala Risiko vang
disebabkan oleh kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi
kewajibannya terhadap Satker/UPT;

Risilko operasional, merupakan Risiko yang disebabkan
oleh kegagalan pada orang, proses, dan sistem di
Satker/UPT, faktor eksternal, dan Risiko yang
ditimbulkan oleh aspek-aspek legal;
Risiko Kepatuhan, merupakan Risiko yang discbabkan
oleh tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakannya peraturan
gerundang-unciangan dan ketentuan lain yang berlaku;

an

Risiko Fraud, merupakan Risiko yang disebablkan oleh
adanya kecurangan.

(7) mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam
sebuah daftar Risiko dengan mencantumkan para pihak
yang terlibat dalam proses identifikasi dan pendekatan yang
digunakan serta memperbaharu sesual dengan
perkembangan terakhir; dan

(8) keluaran (Output)

Daftar Risiko organisasi/kebijakan/program.

b) Risiko Tingkat Kegiatan /Operasional

(1) melakukan [dentifikasi Risiko kegiatan /operasional
berdasarkan dokumen perencanaan (RKA-K/L, TOR, RAB)
kegiatan tahun berjalan;

(2) melakukan identifikasi tujuan berdasarkan dokumen
perencanaan (REKA-K/L, TOR, RAB) kegiatan tahun berjalan;

(3) mengidentifikasi Risiko masing-masing kegiatan dengan
memperhatikan rumusan tujuan yvang ada;

(4) Risiko tingkat kegiatan dapat dirumuskan berdasarkan
jenis-jenis kegiatan, antara lain;:

Kegiatan bantuan sosial;

Kegiatan bantuan operasional sekolah (BOS);
Kegiatan tim (honor tim);

Kegiatan kediklatan,

Kegiatan penelitian;

Kegiatan paket meeting (fullboard, fullday, halfday);
Kegiatan RDK dan rapat biasa;

Kegiatan pembayaran uang makan,

Kegiatan pembayaran tunjangan xinera;

Kegiatan pengacdaan barang/jasa;

Kegiatan perjalanan dinas;

Kegiatan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen:
Kegiatan belajar mengajar; dan :

Kegiatan penelitian pada PTKN; dan kegiatan lainnya.

(5) mengidentifikasi sebab dan dampak dari masing-masing
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Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau
menunda tercapainya sasaran strategis;

6) mengklasifikasikan Risiko yang telah diidentifikasi ke dalam
beberapa jenis Risiko, di antaranya:

-

Risiko strategik/kebjjakan adalah segala Risiko yang
disebabkan alau yang timbul karena perubahan kebijakan
lingkungan kerja pengawasan, seperti perubahan kebijakan,
dan sebagainya, serta kebijakan yang diambil sebagai respon
terhadap hal tersebut;

Risiko [inansial, merupakan segala Risiko vang discbabkan
oleh kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya
terhadap Satker/UPT.

Risiko operasional, merupakan Risiko yang disebablan oleh
kegagalan pada orang, proses, dan sistem di Satker/UPT,
faktor eksternal, dan Risike yang ditimbulkan oleh aspek-
aspek legal;

Risiko Kepatuhan, merupakan Risiko yang disebabkan oleh
tidak dipatuhi atau ftidak dilaksanakannya peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lain vang berlaku; dan

Risiko Fraud, merupakan Risiko yang disebabkan oleh
adanya kecurangan.

(7) mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam
sebuah daftar Risiko dengan mencantumkan para pihak
vang terlibat dalam proses identifikasi dan pendekatan yvang
digunakan Serta memperbaharui sesuai dengan
perkembangan terakhir.

4) Keluaran (Qutput)
Daftar Risiko kegiatan.

. Penilaian Risiko
1) Tujuan

Untuk mengetahui profil dan peta dari Risiko yvang ada dan akan
digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan Risiko.
2) Penanggung Jawab Pelaksanaan:
a) Pemilik Risiko; dan
b) Koordinator Risiko masing-masing UPR di bawah pengawasan
Pemilik Risiko.
3) Langkah-langkah Pelaksanaan
a) melakukan focussed group discussion (FGD) untuk menilai
masing-masing Risiko yang telah teridentifikasi;
b) melakukan analisis terhadap konsekuensi Risiko dengan
metode sebagai berikut:

(1) untuk Risiko yang memiliki konsekuensi keuangan, dapat
dianalisa dengan menggunakan nilai rata-rata kerugian
keuangan yang terjadi karena suatu Risiko dan
menggolongkannya berdasarkan skala yang telah ditetapkan
untuk masing-masing tingkat kerugian yang terjadi; dan

(2) untuk Risiko yang memiliki konsekuensi non keuangan, maka
konsekuensi Risiko vang Dbersifat kualitatif tersebut
dikuantifikasikan dengan menggunakan skala yang telah
ditetapkan untuk  masing-masing katagori tingkat
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konsekuensi dengan  parameter-parameter yang telah
ditetapkan.
melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan Risiko
teridentifikasi akan terjadi, dengan cara memperkirakan
frelkuensi terjadinya Risiko tersebut pada suatu periode
tertentuy,
melakukan analisis terhadap besar-kecilnya dampak dari Risiko
teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan/sasaran, yang
dilakukan dengan cara penghitungan langsung yaitu dengan
menggunakan nilai rata-rata dampak suatu Risiko pada suatu
periode tertentu; dan
mengidentifikasi dan menetapkan kriteria pada masing-masing
tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya Risiko
berdasarkan pembagian tingkatan yang telah ditetapkan dan
selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi
Risiko. Tingkat kemungkinan dan dampak Risiko sebagai
berikut:
(1) Tingkat kemungkinan terjadinya Risiko (risks likelihood):
Kemungkinan
Terjadinya Kategori Keterangan
Risiko
i Sangat |Kemungkinan terjadinya
Jarang jarang seckali/tidak pernah
Jarang Kemungkinan terjadinya

Sering Kemungkinan tinggi terjadi

£ w2

Kemungkinan terjadinya

SangatSering sering sekali/ selalu

(2) Tingkat dampak Risiko (risk consequences);
Dampal ) :
Risilo Kategori Keterangan

» Pengaruhnya terhadap
.~ strategi dan aktivitas operasi
Sarngat ‘ sangat rendah

1 Rendah » Pengaruhnya terhadap
kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders)
sangat rendah

» Pengaruhnya terhadap

strategi dan aktivitas operasi

rendah

Pengaruhnya terhadap

kepentingan para pemangku

kepentingan (stakeholders)

rendah .

» Pengaruhnya terhadap
strategi dan aktivitas operasi
tinggi

3 Tinggi » Pengaruhnya terhadap

kepentingan para pemangku

kepentingan (stakeholders)
tinggi

2 Rendah

‘?
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» Pengaruhnya terhadap
strategi dan aktivitas operasi
sangat tinggi

Pengaruhnya terhadap
kepentinigan para pemangku
kepentingan (stakeholders)

| sangat tinggi

Sangal Py
4 i
Tinggi

f) melakukan analisis terhadap tingkal (level) suatu Risiko dan

kecenderungan arah Risikonya.

(1) Tingkat atau level Risiko diukur dengan menggunakan dua
dimensi, yaitu tingkat konsekuensi (consequence] dan
kemungkinan terjadinya Risiko (vang dinyatakan dalam

frekuensi).
(2) Bahasa warna untuk level Risiko dirumuskan sebagai
berikut:
- Risiko sangat rendah: warna hijau
- Risiko rendah : warna kuning muda
- Risiko tinggi : warna kuning tua

Risiko sangat tinggi : warna merah

(3) Analisis terhadap kecenderungan arah (tren) Risiko
dilakukan dengan cara mengidentifikasi perubahan atau
pergesaran tingkat/level Risiko yang dikaitkan dengan
upaya mitigasi yang telah dilakukan ataupun faktor-faktor
lain yang mempengaruhinya.

g) melakukan analisis terhadap profil Risiko dan pemetaan Risiko.

(1) Analisa terhadap profil Risiko dilakukan dengan menjelaskan
total eksposur Risiko yang dinvatakan dengan tingkat (level)
Risiko dan frend-nya.

(2) Analisa peta Risiko dilakukan dengan menjelaskan gambaran
total Risiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan
frekuensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada
sumbu vertikal (v).

4

Sangad
Tinga!

25 (ﬁi;{ MR e ShELH  Tingsl

HONSEMUERSE
)

1'5 i tiy .I-I' i = i Rtn:hh

i K, : Sangal
i n 4 N : Rendah
0,5 S e

FRERUEMSE

(3) Tingkat Risiko gabungan (komposit) untuk masing-masing
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katagori Risiko diperoleh dengan menggunakan rata-rata
tingkat konsekuensi dan ratarata tingkat kemungkinan
terjadinya Risiko-Risiko pada kategori tersebut.

h) membuat laporan secara berkala mengenai profil dan peta
Risiko yang dianalisis kepada Ketua Satgas SPIP dan Pemilik
Risiko sebagai umpan balik.

1) keluaran (output)

Laporan hasil analisis Risiko yang berisi:
(1) identifikasi akar permasalahan;
(2) penentuan tingkat (level) Risiko, profil dan peta Risiko;
(3) keputusan terkait dengan perlu atau tidaknya dilakukan
analisis yang lebih mendalam dan bersifat kuantitatif; dan
(4) masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih
antar berbagai opsi penangan Risiko yang ada sesuai bobot
biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.
d. Evaluasi Risiko
1) Tujuan
Untuk menetapkan prioritas Risiko dan menetapkan perlu
tidaknya penanganan terhadap suatu Risiko.
2) Penanggung Jawab Pelaksanaan
a) Ketua Satgas SPIP; dan
b) Pemilik Risiko masing-masing UPR.
3) Tahap-tahap Pelaksanaan

a) menetapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam

melakukan evaluasi Risiko, yaitu:

(1) Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;

(2) prioritas penanganan; :

(3) besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks
yvang lebih luas; dan

(4) perlu-tidaknya dilakukan analisis Risiko lanjutan.

b) secara berkala Ketua Satgas SPIP dan Pemilik Risiko harus
mengevaluasi Risiko.

4) Keluaran (Output)
5) Laporan hasil evaluasi Risiko yang berisikan urutan prioritas

Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani.

C. Unsur Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan
ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
vang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-
kurangnya memiliki karakteristik, vyaitu a) kegiatan pengendalian
diutamakan pada kegiatan pokeok Instansi Pemerintah; b) kegiatan
pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; ¢) kegiatan
pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi
Pemerintah; d) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; €)
prosedur vang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan
secara tertulis; dan f) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk

memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti
yang diharapkan.
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1. Pengendalian atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
a. kegiatan pengendalian dalam rangka melakukan penguatan

lingkungan pengendalian didasarkan pada hasil evaluasi lingkungan

pegendalian;

kegiatan penguatan lingkungan pengendalian difokuskan pada sub

unsur lingkungan pengendalian vang berdasarkan hasil evaluasi

masih memperoleh nilai tidak/kurang memadai;

c. kegiatan penguatan lingkungan pengendalian dilakukan melalui
penyusunan rencana tindak penguatan lingkungan pengendalian;

d. rencana tindak yang dilakukan harus mencakup rencana aksi
penguatan masing-masing sub unsur, waktu pelaksanaan dan
penanggug jawab pelaksanaannya;

e. rencana tindak harus dikomunikasikan kepada seluruh jajaran
pimpinan Satker/UPT,

f. rencana tindak harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara

berkala untuk mengukur tingkat realisasi pelaksanaannya;
kegiatan penguatan lingkungan pengendalian dilaksanakan oleh
Satuan Tugas SPIP Satker/UPT;
h. setelah seluruh rencana tindak dilakukan sesuai rencana aksi yang
telah ditetapkan, maka dilakukan evaluasi lingkungan pengendalian
kembali untuk mengukur tingkat -efektifitas rencana tindak
penguatan lingkungan pengendalian yang telal dilaksanakan; dan
1. apabila hasil evaluasi masih terdapat sub unsur yang masih lemah,
maka disusun kembali rencana tindak dengan mekanisme
scbagaimana diuraikan di atas.
2. Pengendalian atas Risiko
a. Tujuan
Menentukan jenis penanganan vang efektif dan efisien untuk suatu
Risiko.
b. Penanggung Jawab Pelaksanaan
Pelaksana penanganan Risiko pada masing-masing level Risiko
berikut ini adalah:
1) Pelaksana Risiko dengan potensi level "Risiko sangat tinggi dan
Risiko tinggi " adalah Ketua Satgas SPIP dan Pemilik Risiko;
2) Pelaksana Risiko dengan potensi level "Risiko rendah " adalah
Pemilik Risiko; dan
3) Pelaksana Risiko dengan potensi level "Risiko sangat rendah’
adalah Koordinator pada masing-masing UPR di bawah
pemantauan Pemilik Risiko.
c. Tahap-tahap Pelaksanaan:
1) menentukan jenis pilihan penanganan Risiko berdasarkan pada
pedoman atau prosedur yang berlaku dengan mengkaji terlebih
dulu kelengkapan dan kesesuaian penerapannya;
2) penanganan Risiko, dapat dilakukan dengan berdasarkan wratan
tingkat Risiko, pilihan penanganan Risiko yang harus diambil adalah:
a) menghindari Risiko yang ada secara sepenuhnya: menghindari
atau menghilangkan ancaman sepenuhnya memiliki konsekuensi
hilangnya peluang vang ada;

b) menmurunkan frekuensi terjadinya Risiko (langkah-langkah
preventif); dan

¢) menurunkan tingkat konsekuensi Risiko yang terjadi (langkah-
langkah reduksi).

ua
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3) penanganan Risiko diarahkan pada penanganan akar permasalah-
an (root cause) dan bukan hanye gejala permasalahan; dan
4) UPR perlu mengembangkan rencana kontingensi bila Risiko yang
telah dianalisis bersama Ketua Satgas SPIP adalah Risiko level
tinggi yang melampaui kemampuan Satker/UPT untuk menyerap
konsekuensinya, misalnya adanya force majeure, dan sejenisnya.
Apabila kondisi tersebut terjadi, maka rencana kontingensi
mencakup:
a) langkah-langkah darurat, termasuk langkah-langkah
pendeteksian dan pembatasan dampak. Langkah-langkah darurat
harus dilakukan dalam hitungan jam hingga beberapa hari,
b) rencana penanganan kondisi darurat/kritis mencakup:
(1) rencana terperinci strategi dan manajemen krisis;

(2) tim penanganan krisis langsung di bawah koordinasi Ketua
Satgas SPIP;

(3) rencana media dan saluran komunikasi; dan
(4) Dana penanganan krisis.
c) langkah-langksh pemulihan, termasuk di dalamnya tahap-
tahap pemulihan yakni:
(1) rencana pemulihan tahap pertama (continuity response)
mencakup:
- rencana dan strategi pemulihan;
- infrastruktur pemulihan;
- rencana media dan saluran komunikasi; dan
- dana pemulihan tahap pertama.

(2) rencana pemulihan tahap kedua (recovery response)
mencakup:

kegiatan pemulihan;

- pengembangan proses baru/peningkatan proses yang
ada;

- kajian pasca insiden;

- dana pemulihan; dan

- pengaktivan kembali.

d) rencana kontingensi ini mengharuskan para Pemilik Risiko dan
Ketua Satgas SPIP merujuk pada praktik terbaik (best practice)
yang bersifat praktis dan tepat untuk kondisi Satker/UPT.

d. Keluaran (Output)
Laporan Penanganan Risiko vang mencakup:
1) hasil identifikasi berbagai opsi penanganan Risiko;
2] penilaian atas opsi-opsi tersebut; dan
3) rencana penanganan, persiapan serta implementasinya.

3. Komponen Kegiatan Pengendalian

Penetapan kegiatan pengendalian dilakukan dengan melakukan

pemetaan atas kondisi, sebagai berikut:

a. Pengendalian yang Seharusnya
Pengendalian yang seharusnya merupakan pengendalian yang
semestinya ada atas Risiko yang telah teridentifikasi. Pengendalian ini
biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan
internal/pimpinan terkait pelaksanaan program/kegiatan pada
masing-masing Satker/UPT.
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Efcktivitas Pengendalian

Efektivitas pengendalian merupakan analisis atas kecukupan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal/pimpinan
vang telah ada yang dikaitkan dengan Risiko yang teridentifikasi.
Selain tingkat kecukupan peraturan perundang-undangan, efektivitas
pengendalian ini juga dapat dianalisis dari sisi tingkat ketaatan
pelaksanaannya.

. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Pengendalian yang masih dibutuhkan merupakan hasil analisis/peme-
taan antara Risiko teridentifikesi, pengendalian vang sudah ada dan
efektivitas pengendalian baik dari sisi kecukupan peraturan perundang-
undangan maupun tingkat ketaatan pelaksanaannya. Sehingga
pengendalian vang masih dibutuhkan merupakan kondisi yang harus
diciptakan/diagendakan untuk meminimalisir/menghilangkan Risiko

teridentifikasi dapat terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan
tertentu.

D. Unsur Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan Pasal 41 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, menvatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan
informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat yang diselenggarakan secara
efektif. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif sekurang-kurangnya: a.
menycdiakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi,

dan b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi
secara terus mencrus.

1. Tujuan
Tujuan penyelenggaraan informasi dan komunikasi adalah:

a.

joF

c.

untuk mengkomunikasikan seluruh kegiatan pengendalian yang
telah ditetapkan pada proses kegiatan pengendalian kepada
pimpinan Satker/UPT dan penanggung jawab kegiatan serta
penanggung jawab rencana aksi pada masing-masing Satker/UPT;
agar pihak-pihak vang terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya
dengan baik.

Untuk memperoleh informasi yang relevan dari pimpinan dan
penanggung jawab kegiatan/rencana aksi.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

a.
b.

Pemilik Risiko; dan
Koordinator Risilo.

3, Tahap-tahap Pelaksanaan

A:

melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal pada Ef:tiﬁ:p tahapap
proses SPIP, baik dengan saluran resmi maupun saluran tidak resmi.
saluran komunikasi meliputi:

1) Website;

2) Surat edaran;

3) Rapat berkala;

4) dan lain-lain.

. melakukan kajian atas efektifitas komunikasi serta menyampaikan

analisis dan rekomendasi kepada Pemilik Risiko da:n_Pejabat pada
Satker/UPT yang dilakukan dalam kurun waktu minimal 6 (enam)
bulan sekali.
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E. Unsur Pemantauan dan Evaluasi

Berda:sarkan Pasal 43 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pcnger}cla.han }_ntcm Pemerintah menyataken bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern baik
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak

| : lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.,

Pemantauan penyelenggaraan SPIP dapal dilakukan dengan pemantauan
berkelanjutan dan evaluasi terpisah,

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan
rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait
dalam pelaksanaan tugas. Pemantauan berkelanjutan oleh atasan langsung,
pimpinan Satker/UPT atau oleh Satuan Tugas SPIP secara berkala.
Pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Tugas SPIP difokuskan pada
rencana aksi penguatan lingkungan pengendalian dan pelaksanaan
kegiatan pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik pada tingkat
program maupun kegiatan. Proses pelaksanaan pemantauan
berkelanjutan, sebagai berikut:

a. Tujuan
Mengantisipasi perubahan Risiko yang bersifat mendadak dan persistent
baik pada tingkat Risiko maupun arah Risiko yang berdampak negatif
pada profil Risiko.

b. Penanggung Jawab Pelaksanaan
1) Ketua Satgas SPIP; dan
2) Pemilik Risiko.

c. Tahap-tahap pelaksanaan
1) melakukan pengawasan dan pengendalian rutin atas kinerja

aktual Satker/UPT yang diharapkan atau dipersyaratkan, serta
realisasi atas rencana kegiatan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi;

2) memantau penanganan Risiko pada khususnya dengan cara
menilai efektivitas semusa langkah dalam proses SPIP berdasarkan
laporan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya serta
menggunakan sistem dan teknologi informasi Satker/UPT guna
memastikan bahwa prioritas penanganan masih seclaras dengan
perubahan di dalam lingkungan operasional; dan
3) menentukan prioritas monitoring risiko

Prioritas monitoring dapat diberikan pada:

a) Risiko tinggi dan sangat tinggi;

b) konsentrasi Risiko;

c) kriteria toleransi Risiko dengan Risiko residual yang tinggi; dan

d) perkembangan teknologi dan alat transfer Risiko yang dapat
mempengaruhi efektivitas penanganan Risiko yang sedang
berjalan.

d. Keluaran (Output)

Laporan hasil monitoring rencana aksi penguatan lngkungan
pengendalian dan Risiko.

Jenis-jenis pemantauan berkelanjutan:
a. Pemantauan Berkala;



.44 -

Pemantauan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan
sekall dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter yang ada;
b. Reviu Unit Pemilik Risiko (UPR)
Pemantauan yang bersifat selektif oleh Pemilik Risiko terutama
diarahkan pada Risiko yang Dberdasarkan tingkat Risiko
membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya; dan
c. Audit
Pemantauan yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal
dengan ruang lingkup dan frekuensi yang lebih terbatas, terutama

pada Risiko-Risike utama dengan reviu lebih pada keandalan sistem
dan bukan kondisi yang ada.

2. Ewvaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan
pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah oleh
Inspektorat Jenderal, BPKP atau BPK-RI. Evaluasi terpisah dapat
dilakukan dengan menggunakan daltar uji pengendalian intern sebagai-
mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Evaluasi
terpisah oleh Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

a. Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada
Satker/UPT Kementerian Agama setiap bulan Juli s.d September
bulan berjalan atas penyelenggaraan SPIP Satker/UPT tahun
sebelumnya;

b. program evaluasi penyelenggaraan SPIP menjadi bagian dari Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal, yang
dikoordinasikan salah satu oleh Inspektorat Wilayah pada Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama,;

c. teknik dan tata cara evaluasi penyelenggaraan SPIP akan diatur
tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. laporan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP disampaikan kepada
pinpinan Satker/UPT dan Menteri Agama melalui Sekretaris
Jenderal,

¢. setiap pimpinan Satker/UPT melalui Satuan Tugas wajib
menindaklanjuti saran hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inpektorat
Jenderal; dan

[. Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat melakukan
pemantauan secara intensif terhadap tindak lanjut yang dilakukan
oleh Satker/UPT.

3, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya

Pimpinan Satker/UPT wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil

audit dan reviu lainnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
4, Penguatan Efcktivitas Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP pada

Kementerian Agama, dilakukan:

a. Pengawasan intern atas penyclenggaraan tugas dan fungsi masing-
masing Satker/UPT termasuk akuntabilitas keuangan negara. Dalam
rangka pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Jenderal
melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementenan Agama yang
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal,
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melalui:

1)
2]
3]
4)

3]

audit;

reviug

evaluasi;

pemantauan; dan

kegiatan pengawasan lainnya.

. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi:

1)
2)
3)
4)

sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SPIF;
pendidikan dan pelatihan SPIP;

pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
peningkatan  kompetensi auditor aparat pengawasan
pemerintah terkait SPIP.

intern
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BAB IV
PELAPORAN

Pimpinan Satker/UPT Kementerian Agama wajib melaporkan hasil
penyelenggaraan SPIP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal pada setiap awal
bulan Desember. Laporan penyelenggaraan SPIP dapat diuraian sebagai berikut:

A. Laporan penyelenggaraan SPIP minimal berisi:
1. Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan
D. Sasaran
E. Sistematika Laporan
2. Bab lIGambaran Umum SPIP
3. Bab Il Profil SPIP

Profl Lingkungan Pengendalian

Profil dan Peta Risiko

Rencana Aksi Penguatan Lingkungan Pengendalian
Rencana Penanganan Risiko

Informasi dan Komunikasi

. Pemantauvan SPIP
4. Bab IV Penutup

oomE

=

B. Penanggung Jawab Pelaporan
Penanggung jawab pelaporan adalah Ketua Satgas SPIP Satker/UPT.

C. Mekanisme Pelaporan
Pelaporan dapat dilakukan baik secara manual (hard copy) maupun secara
online (soft copy) melalui aplikasi SPIP Kementerian Agama.
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BAB V
PENUTUP

Pembangunan lingkungan pengendalian den penilaian Risiko pada
Kementerian Agama merupakan inti dari pelaksanaan SPIP sebagaimana
dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Nomor
24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama. Dengan diterapkannya SPIP i
diharapkan pimpinan di semua tingkatan dapat mendeteksi secara dini
kemungkinan kejadian yang dapat menghambat pencapaian sasaran/tujuan
baik di tingkat organisasi maupun pada tingkat kegiatan di lingkungan
kerjanya masing-masing.

Keberhasilan penerapan SPIP ini terletak pada komitmen pimpinan pada
semua tingkatan dalam mengawal dan memantau secara berkala melalul peran
Satuan Tugas untuk sctiap bentuk kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan.
Keberhasilan pencrapan SPIP dapat memberikan keyakinan yang memadai
baik bagi pimpinan di semua tingkatan, maupun bagl lembaga pengawasan
baik internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan laporan keuangan, kemananan aset dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan diterapkannva SPIP ini juga diharapkan mampu memberikan
kesadaran bagi seluruh jajaran pimpinan, bahwa setiap tanggung jawab yang
diembannya selalu sarat akan risiko,

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

—
-

‘{ LUKMAN'HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRAN Il

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR &80 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

KUESIONER EVALUAS] LINGKUNGAN PENGENDALIAN
SPIP PADA SATKER/UPT PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. IDENTITAS RESPONDEN
Berilah fickmark untuk pilihan vang paling tepat. Apa posisi anda saat ini?

[ Pejabat Struktural
[1 Pejabat Fungsional Tertentu
T Pelaksana

B. PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah dengan memberikan tickmark (V) pada salah satu kotak pilihan
jawaban.
2. Responden dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan

pengendalian pada bagian alchir kuesioner ini.
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SUB UNSUR / r
Rl PERTANYAAN SAGAEANN
A. | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika
1. Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | 1 Tidak Pernah
memberikan keteladanan cdalam  hal | g Jarang
integritas dan etika pada tingkah laku | Sering
schari-hari 0 Selalu
2 Telah ada aturan perilaku (misalnya kode | 0 Belum Ada
etik, pakta integritas, dan aturan|0O Sedang Disusun
perilaku pegawai) 00 Sudah Ada
0 Sudah Ada &
dimutalkhirkan
3 Rekan-rekan kerja tclah berperilaku | 0 Tidak ada
sesual dengan nilai-nilai integritas dan | 0 Sebagian kecil pegawai
etika 00 Sebagian besar pegawai
0 Seluruh Pegawai
4 Pegawal telah memperoleh penghargaan | 0 Tidak Pernah
yang sepadan dengan presiasi kerjanya 0 Jarang
0 Sering
— [ Selalu
5 Penghargaan yang diberikan kepada para , ;
pegawai telah cukup memadai untuk U Sangat Tidak Memadai
menghindari godaan untuk melanggar | - Tidak Memadai
hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai | © Memadai
etika O Sangat Memadai
6 Dokumen pernyataan aturan perilaku | Tidak
telah disampaikan kepada seluruh |0 Disampaikan tanpa
pegawai penjelasan
[l Disampaikan dengan
. penjelasan
0 Disampaikan dengan
penjelasan dan pelatihan
jika diperlukan
7 Dalam sosialisasi aturan perilaku telah | O Tidak Pernah
dijelaskan tentang bagaimana disosialisasikan
prakteknya dalam situasi sehari-hari 0 Jarang
0 Sering
0 Rutin
& Kebijjakan organisasi dan aturan perilaku | 0 Tidak Pernah
setiap tahun telah diinformasikan kepada | - Jarang
pthek ketiga (masyarakat, rekanan, | Sering
Satuan Kerja/UPT lainnya) 0 Rutin
9 Media crganisasi (majalah/buletin -
internal, papan pengumuman, situs |- Tidak Pernah
resmi, dan lain-lain) telah | B Jarang
menginformasikan pelaksanaan aturan |0 Sering
perilaku oleh para pegawai 0 Rutin
10 Seluruh pegawai secara rutin telah | O Tidak Pernah
menandatangani  pernvataan  aturan | O Jarang, Sebagian Pegawai
perilaku O Rutin, Sebagian Pegawai
| O Rutin, Seluruh Pegawai
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SUB UNSUR /
NO PERTANYAAN JAWABAN (V)
11 Pernyataan aturan perilaku telah dibaca O Tidak
oleh semua pegawai 0 Sebagian Kecil
[ Sebagian Besar
) O Semua
12 Pernyataan aturan  perilaku telah | 0 Tidak pernah
dipahami oleh semua pegawai 0 Sebagian Kecil
[l Sebagian Besar
0 Semua
13 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | 0 Tidak Pernah Dipantau
memantau apakah seluruh pegawai telah | 0 Jarang
mengikuti sosialisasi aturan perilaku C Sering
[l Selalu
14 Telah terdapat fungsi khusus di dalam | o Tidak Ada ,
Satuan  Kerja/UPT  yang melayani| j Ada, tapi belum berfungsi
pengaduan masyarakat atas pelanggaran | 1 Ada, tapi belum optimal
aturan perilaku 0 Ada dan sudah optimal
15 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah |  Tidak Pernah
| mendapat informasi atas kepatuhan| g Jarang
pelaksanaan aturan perilaku di Satuan | g Sering
Kerja/UPT [1 Selalu
16 Pelanggaran aturan perilaku telah | 0 Tidak Pernah
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang | [l Jarang
berlaku 0 Sering
| O Selalu
17 Investigasi atas pelanggaran aturan | 0 Tidak pernah dilakukan
perilaku telah dilakukan oleh petugas investigasi
yang kompeten dan independen 0 Dilakukan oleh petugas
yang ticak kompeten dan
tidak independen
0 Dilakukan oleh petugas
vang tidak kompeten atau
tidak independen
O Dilakukan oleh petugas
yang kompeter: dan
independen
B | Komitmen terhadap kompetensi B
1. Satuan Kerja/UPT telah memiliki | O Tidak Memiliki
strategi/ rencana kompetensi yang | O Sedang disusun
berisikan standar kompetensi vang | O Ya, telah disusun
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas | Ya, disusun sesuai
dan fungsinya kebutuhan strategi &
tujuan Satuan Kerja/UPT |
2 SDM yang memadai telah tersedia untuk | O Sangat Kurang
melaksanakan strategl dan perencanaaan | 0 Kurang Memadai
organisasi O Cukup Memadai
L Memadai |
3 Kompetensi yang dibutuhkan dalam |0 Tidak ada uraian
setiap posisi di Satuan Kerja/UPT telah | kompetensi
didefinisikan secara tepat. 0 Sebagian kecil posisi
sudah dibuat uraian
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NO

SUB UNSUR /
PERTANYAAN

JAWABAN (V)

kompetensinya

[l Sebagian besar posisi
sudah dibuat uraian
kompetensinya

[0 Sudah dibuat uraian
kompetensi setiap posisi
dengan tepat

4 Para pegawai telah ditempatkan sesuai
dengan kompetensi dan pengalaman
mereka berdasarkan syarat dan
kebutuhan dari posisi tersebut

1 Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

0 Setuju

O Sangat Setuju

9 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah
memiliki pengalaman kerja yang luas
tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis
tertentu saja

O Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju

0 Setuju

[ Sangat Setuju

6 Kompetensi SDM telah dipantau secara

O Tidak Pernah

efektif 0 Jarang
0 Sering
o - - 0 Selalu dan terjadwal
7 Telah terdapat perencanaan pelatihan |0 Belum Ada

yang memberikan pemahaman kepada
pegawal atas kegiatan dan fungsi bagian
lainnya

[0 Dalam proses penyusunan

0 Sudah ada tapi belum
diformalkan

O Sudah ada dan

diformalkan
8 Pelatihan yang memadai telah selalu |OTidak Pernah
dilakukan sebelum pegawai menduduki |0 Jarang
posisi penting O Sering
B 0 Selalu
9 Satuan Kerja/UPT telah memiliki | 0 Belum Ada

rencana kaderisasi staf yang kompeten
untuk menduduki posisi-posisi penting

[0 Dalam proses penyusunan

0 Sudah ada tapi belum
diformalkan

0 Sudah ada dan
diformalkan

10 Dokumentasi tentang prosedur penilaian
kompetensi pegawai telah memadai dan
dimutalkhirkan secara periodik

OSangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

O Setuju

O Sangat Setuju

11 Assessment/penilaian kompetensi dari
individu kunci telah dilakukan secara
periodik dan didekumentasikan secara
lenglap

0 Tidak Pernah

|0 Jarang
| O Sering
0 Sangat Sering

12 Ewvaluasi kompetensi dan kinerja pe_géwai
telah dilakukan sccara periodik

J Tidak Pernah
O Jarang
[0 Sering
O Sangat Sering

Kepemimpinan Yang Kondusif

l. Pimpinan Satuan Kerja/UPT melalui
perkataan dan perbuatan telah selalu
menekankan pentingnya pencapaian
tujuan pengendalian internal

OBangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju
0 Setuju
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Pembentukan Struktur Organisasi

Yang

Sesuai Dengan Kebutuhan

SUB UNSUR / =
NO PERTANYAAN JAWABAN (v)
tujuan pengendalian internal 0 Sangat Setuju
2. Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | OSangat Tidak Setuju
mempertimbangkan risiko dalam 1 Tidak Setuju
pengambilan lkeputusan dan sering O Setuju
mendiskusikannya di dalam rapat O Sangat Setuju
3 Gaya dan "tone" kepemimpinan yang |(OSangat Tidak Sctuju
kondusif telah dirasakan baik di dalam |0 Tidak Setuju
maupun di luar organisasi |0 Setuju
- 0 Sangat Setuju _
4 Pimpinan Satuan Kerja/ UPT L:;lah NSangat Tidak Setuju
membentuk dan memfungsikan satgas ; .
: ~ P |0 Tidak Setuju
SPIP, Inspektorat atau unil organisasi O Setuju
tertentu untuk mendorong penerapan 0 Saneat Setui
SPIP i i o
5 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | OSangat Tidak Setuju
menekankan pentingnya penerapan SPIP | 0 Tidak Setuju
dalam setiap kegiatan organisasi 0 Setuju
0 Sangat Setuju
6 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | O Sangat Tidak Setuju
mengkomunikasikan secara  efektif | U Tidak Setuju
tujuan pengendalian intern kepada para |[] Setuju
pegawai yang terkait () Sangat Setuju
7 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | (] Sangat Tidak Setuju
mengikutsertakan pejabat dan pegawai | C Tidak Setuju
terkait dalam proses penetapan tujuan |0 Setuju
pengendalian intern [ Sangat Setuju
D

1

Struktur organisasi telah dirancang
sesuai dengan kompleksitas dan sifat
kegiatannya.

0 Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju

0 Setuju

(] Sangat Setuju

12, Seluruh unit organisasi telah mempunyai | 0 Sangat Tidak Setuju
kewajiban untuk menyusun laporan |U Tidak Setuju
secara tepat waktu. 1 Setuju
. | Sangat Setuju
|3 Risiko yang muncul dari keberadaan |[ Sangat Tidek Setuju
struktur organisasi telah diperhitungkan | [J Tidak Setuju
Pimpinan Satuan Kerja/UPT O Setuju
[ Sangat Setuju
4 Struktur organisasi yang ada telah |0 Sangat Tidak Setuju
mempermudah penyampaian informasi | U Tidak Setuju
risiko ke setiap bagian 0 Setuju
C Sangat Setuju
5 Struktur organisasi telah dilengkapi |0 Sangat Tidak Setuju
dengan bagan organisasi vang | 0 Tidak Setuju
menjelaskan peran dan tanggung jawab | [] Setuju
masing-masing pegawal | [] Sangat Setuju
& Uraian

tugas
pejabat kunci telah ditetapkan dan

untuk masing-masing

[1 Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju




NO

SUB UNSUR |/
PERTANYAAN

JAWABAN (V)

dimutakhirkan

L Setuju
[ Sangat Setuju

7  Proses validasi atas tingkat kehandalan,
keakuratan, kelengkapan, ketepatan
walttu sistem informasi telah dilalkukan
secara berkala

0 Tidak Pernah
Ll Jarang
[1 Sering
[ Selala

Pendelegasian Wewenang Dan

Tanggung
Jawab Yang Tepat

1. Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah
melakukan reviu dan evaluasi secara
berjenjang terhadap peran dan tanggung
jawab bawahannya terkait SPIP

[1 Tidak Pernah
[ Jarang
0 Sering
0 Selalua

2. Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan
Satuan Kera/UPT telah secara rutin
membahas efekiivitas penyelenggaraan
SFIP

0 Tidak Pernah
0 Jarang

O Sering

[ Rutin

3 Pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab telah ditetapkan dan
didokumentasikan secara formal

0 Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

1 Setuju

[ Sangat Setuju

4 Kriteria pendelegasian wewenang telah
tepat

0 Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju

0 Setuju

0 Sangat Setuju

5 Pejabat kunci (key management) yang
diberi kewenangan telah memahami
tanggung jawab dan wewenangnya

J Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju

0 Setuju

[1 Sangat Setuju

& Kewenangan telah direviu
dimutakhirkan secara periodik

dan

[1 Tidak Pernah
1 Jarang
O Sering
O Selalu

7 Wewenang dan tanggung jawab telah
dikomunikasikan dengan jelas dan
dipahami oleh
Pegawal

0 Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

[ Setuju

[l Sangat Setuju

8 Batasan kewenangan telah diverifikasi
dan diuji

0 Tidak Pernah
0 Jarang
0 Sering
[0 Selalu

9 Proses dan tingkatan otorisasi
dilaksanalkan sesuai ketentuan

telah

0 Tidak Pernah
[0 Jarang

O Sering

0 Rutin

Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang
Sehat  Tentang  Pengelolaan/Pembinaan
Sumber Daya Manusia

1. Satuan Kerja/UPT telah mempu;}f;i
kebijakan dan prosedur pengelolaan
SDM

0 Tidak Ada
O Ada
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NO

SUB UNSUR /
PERTANYAAN

JAWABAN (v

Bila jawaban “tidak ada”, langsung ke
nomor 7

Kebijakan dan prosedur pengelolaan
SDM tersebut telah didokumentasikan
secara formal

O Belum
0 Sebagian kecil
O Sebagian besar

wl

Kebijalkkan dan prosedur
SDM  tersebut telah
kepada seluruh pegawai

pengelolaan
disosialisasikan

0 Seluruhnya

1 Belum

0 Sebagian kecil
[ Sebagian besar
0 Seluruhnya

Kebijakan dan
SDM terscbut
seluruh pegawai

proscdur pengelolaan
telah  dipahami oleh

0 Belum

0 Sebagian kecil
U Sebagian besar
U Seluruhnya

Kebijakan dan prosedur pengelolaan
SDM tersebut telah lengkap (sejak
relrutmen sampai dengan
pemberhentian pegawai)

O Belum

0 Sebagian kecil
[0 Sebagian besar
01 Seluruhnya

Kebijakan dan prosedur pengelolaan

SDM tersebut telah dimutakhirkan
sesuai kebutuhan

O Belum

0 Sebagian kecil
0 Sebagian besar
0 Seluruhnya

Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah

menetapkan standar rekrutmen pegawai

sesuail dengan persyaratan jabatan

' 0 Belum

[0 Sebagian kecil
[ Sebagian besar
0 Seluruhnya

Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah
menetapkan pola mutasi dan promosi
pegawal sesual dengan persyaratan
jabatan dan direviu secara periodik

0 Belum

0 Sebagian kecil
0 Sebagian besar
0 Seluruhnya

Setiap SDM yang akan ditempatkan
dalam posisi kunci telah
mempertimbangkan integritas ~ dan
kompetensinya

0 Sangat Tidak Setuju
0 Tidal Sertuju
0 Setyju

0 Sangat Setuju

10

Satuan Kerja/UPT telah menempatkan
SDM pada posisi kunci melalui fit and

proper test dan management assessmernt
center (MAC)

0 Belum

0 Sebagian kecil
0 Sebagian besar
O Seluruhnya

11

Program  pelatihan  telah
berdasarkan analisis kebutuhan diklat
(tratning needs analysis)

disusun

0 Sangat Tidak Setuju
[ Tidak Setuju
0 Setuju

[0 Sangat Setuju

12

Setiap pegawal
kesempatan
mengikuti
pelatihan

vang cukup untuk
program pendidikan dan

telah mendapatkan‘

[ Belum

O Sebagian kecil
[l Sebagian besar
0 Seluruhnya

13

Program pelatihan yang terselenggara
telah mendorong perilaku yang baik dan
kesadaran ber-3PIP

0 Sangat Tidak Setuju
[ Tidak Setuju
0 Setuju

0 Sangat Setuju




SUB UNSUR
NO PERTANY Mfﬂ JAWABAN (V)

14 Satuan Kerja/UPT telah mengalokasikan | || SBangat Tidak Setuju
anggaran yang memadai untuk pengem- | ] Tidak Setuju
bangan SDM 0 Setuju

[ Sangat Setuju

15 Satuan Kerja/UPT telah mengikutser- |0 Belum
takan pegawai dalam dikdat | O Sebagian kecil
kepemimpinan dan inter personal skill, O Sebagian besar

) [] Seluruhnya

16  Satuan Kerja/UPT telah memiliki sistem
penilaian kinerja dan sistem | [ Tidak Ada
penghargaan (reward) yang | L Ada
didokumentasikan.

17 Sistem penilaian kinerja dan sistem |0 Belum
penghargaan (reward) tersebut telah |0 Sebagian kecil
diterapkan sesuai ketentuan. 00 Sebagian besar

(1 Seluruhnva

18 Batuan Kerja/UPT  telah memberikan | C Belum
berbagal penghargaan atas kinerja dan |C Sebagian kecil
produktivitas pegawai/unit kerja. [ Sebagian besar

0 Seluruhnya
G

Perwujudan peran aparal pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang

Efektif .

1. APIP telah melakukan reviu atas |0 Tidak Pernah
efisiensi/efektivitas  kegiatan  secara | ] Jarang
periodik. 0 Sering

O Rutin

2

APIP telah memberikan peringatan dini
kepada Pimpinan Satuan Kerja/UPT

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Satuan Kerja/UPT Pemerintah.

0 Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

0 Setuju

[ Sangat Setuju

3 APIP telah berperan dalam fasilitasi |0 Tidak Pernah
penvelenggaraan SPIP i Hatuan | [l Jarang
Kerja /UPT . [1 Sering
S O Rutin
4 APIP telah melaksanakan pengawasan |0 Tidak Pernah
berbasis 0 Jarang
risiko. 0 Sering
R - 0 Rutin
5 APIP telah melakukan evaluasi atas |[ Tidak Pernah
efektivitas SPIP secara periodik. 0 Jarang
O Sering
[ Rutin
6 APIP  telah  melakukan  pengujian |0 Tidak Pernah
keuangan secara periodik O Jarang
0 Sering
: ] Rutin
7 APIP telah melakukan evaluasi | O Tidak Pernah
pelaksanaan pengendalian internal | 0 Jarang
secara periodik O Sering

[l Rutin




SUB UNSUR /
NO PERTANYAAN JAWABAN (v)

14 Satuan Kerja/UPT telah mengalokasikan | D Sangat Tidak Setuju
anggaran yang memadai untuk pengem- | [ Tidak Setuju
bangan SDM O Setuju

) | 0 Sangat Setuju

15 BSatuan Kerja/UPT telah mengikutser- | Belum
takan pegawai dalam diklat | O Sebagian kecil
kepemimpinan dan inter personal skill. 0 Sebagian besar

0 Seluruhnya

16 Satuan Kerja/UPT telah memiliki sistem
penilaian kinerja dan sistem | (I Tidak Ada
penghargaan (reward) vang | [ Ada

- didokumentasikan.

17 Sistem penilaian kinerja dan sistem |0 Belum
penghargaan (reward) tersebut telah |0 Sebagian kecil
diterapkan sesuai ketentuan. [0 Sebagian besar

[1 Seluruhnya

18 Satuan Kerja/UPT telah memberikan |0 Belum
berbagai penghargaan atas kinerja dan |0 Sebagian kecil
produktivitas pegawai/unit kerja. 7 Sebagian besar

O Seluruhnya
G | Perwujudan peran aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP) yang

Efektif

1. APIP telah melakukan reviu atas|O Tidak Pernah

efisiensi/efektivitas  kegiatan  secara | 0 Jarang
periodik. 0 Sering
_ 0 Rutin
2  APIP telah memberikan peringatan dini |0 Sangat Tidak Setuju
kepada Pimpinan Satuan Kerja/UPT |0 Tidak Setuju
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi | [ Setuju
____Satuan Kerja/UPT Pemerintah. [] Sangat Setuju
3 APIP telah berperan dalam fasilitasi

O Tidak Pernah

penyelenggaraan  SPIP  di  Satuan |OJ Jarang
Kerja/UPT . 0 Sering
- |0 Rutin
4 APIP telah melaksanakan pengawasan | Tidak Pernah
berbasis 0 Jarang
risiko. 0 Sering
o | 0 Rutin
5 APIP telah melakukan evaluasi atas |0 Tidak Pernah
efektivitas SPIP secara periodik. 0 Jarang
0 Sering
B 0 Rutin
6 APIP  telah melakukan pengujian |O Tidak Pernah
keuangan secara periodik O Jarang
0 Sering
B S 0 Rutin
7 APIP  telah  melakukan  evaluasi |0 Tidak Pernah
pelaksanaan pengendalian internal | 0 Jarang
secara periodik | 0 Sering

0 Rutin




SUB UNSUR / z
NO PERTANYAAN JAWABAN (V)
8 APIP telah melakukan reviu atas |0 Tidak Pernah
kepatuhan hukum dan aturan lainnya O Jarang
0 Sering
== 01 Rutin
9  Temuan dan saran/rekomendasi | 0 Belum

pengawasan AFIP telah ditindaklanjuti.

[ Sebagian kecil
0 Sebagian besar
1 Seluruhnya

Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi
Pemerintah Terkait

Il Pimpinan Satuan Kerja/UPT  Satuan
Kerja/UPT telah membina hubungan
kerja yang baik dengan
Instansil/organisasi lain yang memiliki
keterkaitan operasional

2  Pimpinan Satuan Kerja/UPT  Satuan |

Kerja/UPT  telah membina hubungan
kerja yang baik dengan instansi/unit
yang terkait atas fungsi pengawasan
(inspektorat, BPKP, BPK, dan KPK)

O Tidak Pernah
0 Jarang

[0 Sering

|0 Rubin

0 Tidak Pernah
C Jarang

0 Sering

00 Rutin

Hal-hal lain vang terkait kondisi lingkungan pengendalian yang belum
tercakup dalam pernyataan-pernyatan di atas :

.....................................................................................................................................

{tanda tangan tanpa nama)

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

L

L —

QLUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 580 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

Daftar lampiran Formulir Evaluasi Linglkungan Pengendalian

Form SPIP-01 Analisis Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Form SPIP-02 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Lingkungan
Pengendalian

Formm SPIP.03 Laporan Hasil ldentifikasi dan Analisi Risiko Tingkat
Kementerian

Form SPIP.04 Laporan Hasil Identifikasi dan Analisi Risiko Tingkat Satuan
Kerja/UPT .

Form SPIP.05 Laporan Hasil Identifikasi dan Analisis Risiko Kegiatan

Form SPIP.06 Penanganan Risiko Tingkat Kementerian

Form SPIP.O7 Penanganan Risiko Tingkat Satuan Organisasi/ Kerja/UPT
Form SPIP.08 Penanganan Risiko Tingkat Kegiatan

Form SPIP.09 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan
Risiko Tingkat Kementerian

Form SPIP.10 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan
Risiko Tingkat Satuan Kerja/UPT

Form SPIP.11 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan
Risiko Tingkat Kepiatan

Form SPIP.12 Pemantauan Risike Tingkat Kementerian

Form SPIP.13 Pemantauan Risiko Tingkat Satuan Organisasi/ Kerja/UPT
Form SPIP.14 Pemantauan Risiko Tingkat Kegiatan



‘ueepusfusy uefunydury msup qng urBuap isup : (g) wooy
..:.CN«......................... 1TLITL JOTO mm__._”ﬁ s _”ﬂu LIOTOY
JUESLUERI10Y]

NN ISIANOXM

LIVIIAL HYINRIAWE ISNVLSNT |
NYONHU MIveE DNVA VIAHEY NVONNENH | 8

HLILMHEAHE

ONVA HVINTIHWEd NEHLNI NVSVMVONHd
LVEVAVY NVEdEd NVANromMsadd | L

VISONVIN VAVA dF9NNS NVYNIGNdId
ONVINAL LYHES DNVA NVIVIIEIA
AVAVHHENHS NVA NVNASNANHD | 9

| TLVAAL DNVA VMV DNNDONVL

| NVA ONVNIMIAM NVISYOATAANTD | S
i~ NVHNALOEIM NVONIA IVNSTIS DNVA
ISYSINYDIO ANIMNALS NVINLINTIGWNED | §
_ ~ JISNANOY DNYA NVNIdWINAJEY | €
 ISNALAJNON dYAVHAEL NAWLINON | ©
VOIILA IVTIN NV SYLRIDILNI NVMVOINAd | 1
8 2 9 g t £ z [
w.w_m n? N i
ans ¥dad
VYANVIAS | NWVAN | ommanr MNSNN 9NS ‘ON
YANOISENM ddd N -VIEd TISVH
NYEYMYE VINdWISEN T |
10-dIdS : dI'ININIO0L -
unyel g

: Ldn/ebsy ueneg |
NVITVAONADNAI NVONNSIDNIT ISYNTVAT SISITYNY




"BLI91IY

s g
Sasacen | Snseuwr-Suisew eped qemelusw Huei uapuodsar yeum{ ueduap sup o (g) WOEN
ueeiueriad 1ad ByBI-B1RI TR[IU UBBU2D 1SHp ¢ (L) WoO[oY

meefueriad sod ei1ei-viel Lo8o)ey UBduap SHp (9] WOOY

“I2U0IS21Y [ENS3S usedAueiriod uedusp sup ¢ (¢) WoOY

“‘enyay msun qns sad 1rI-BIRL EIU UBSusp SHp () wWopoy

‘dIds sedjeg Inmsun gns Jad B1eI-riEd 110Js1e Ie[IU UBSUap Isip ! (g) woroy

Iwml



-msun gns Jod urelusad 1od sISTRUE [[SBY UBEUIP ISUP
-geepualusd urSunySur] msup qug Ueduap sup

1 (g) wojoy
: (2) woroy

rum Iomou sup (1) woroy
‘uedueIalay

LIVIMMAEL HYINTIZWNH ISNY.LSNI
NVONZA MIVE HDNVA VIUEY NVONOENH

s

ALLAHAH
ONVA HY.LNTNAWH NHHLNTI NVSVMVONHA
Ly¥vdY NYITd NYANrNMaEd

VISNANVIN VAVO HHaNNS NVVNIGINE
ONVINHL LVHHAS DNVA NYAVOIHIM
NVAVIHANAd NVA NYNNSOANHI

LVdil DNVA gYMVE DONNDONVL
NVA ONVNIMIAM NVISVOATHANID

s

NVHNLNEAM NVONHEA [VISES DNVA
[SVSINYDHO ANIMNALS NYINLNIFGNAD

AISNANOY DNVA NVNIdNTNAJ T

ISNELAIWNON dvavHIAL NAWLINOY

VMILE IVIIN NV SVLRIDELNI NVIVOINE]

bl Bl Lo R b

9 < v e

¢

old NIMYM | MVANLL YNVONTA SISTI'TVNY TISVH

HNSNN g0N8

‘ON

0-dIdsS * dI'MNWI04d

unuyel "¢

P Ldn/elsy uemes |

NVITYAONZONTd NVONNMDNIT NVIVNDONE

MVANLL VNVONTY

...D@I



Jepun BUBIUDI qemel SumFSueuad Teduap 1STD (9) wooy
-ueguesyered npem usdusp wNp  : (G) W00

Bay
"UBNEBUBSHE[IP UBHE FUBA MEPUL} BUBIUSL weSusp 1suUp ¢ (f) wWood

‘JIdS sedies

I.ﬁ@l



B, ¢
qepuay ‘¢
yepuarl jE3uUBS |

Ut nLIaq eresis eped te[iur meSusp sup (L) wojoy
pefiay nepas JdweH i
......................... ﬁ._..MZ m.mu_m_“huu- MHH—..HM._.UJ . nn..-
83 whvan) peliay Suster g
prfis) yepn Adwey |
i JnIIaq Beys eped reiu urdusp sup  (g) wojoy
‘e nqunip sued jedurep uBEln ueduap 1SUIp  :(G) WIO[OH
‘gemu [ Bundiusuad -ueyeesentiad 1eye (peluam Fued aegaiuad 1opje] wedusp 1s1p (1) WOy
‘uBLIDIUALISY “UBLIDIUDUWIDY BIISUIY WE[ED
dids SES1ES Sueniio; nados urLLjuAUIaY Yoo redeom uidur Sued siSajeIis uBIESES
R | Sursem-Juisew ueredesuad JequreySuau susjodiag SuBA OYISL uedusp 1SUp  :(g) wooy
‘UBLIZUAtUSY] BIISUSY urefep Sweniis] Susk vuewredeqges M weduap sup :(7) uropoy]
NN I0WOL 18TID 1 (T) Wojey
USRS
I ) 1Sp |
— MI
i [
e — .—, L
(6) (8] (2) 9] (s) () (€) ) (1)
ONISTY uening .
mjh,.ﬁwm SO sedure veuSunuway | uerede) qeqaAusd | 1sesjynuepua], | ewelq) ehisury éirg
LS = B[EyS Breys eped 10IEq OW1SIY lojeyipug
S yedure(

£0'dIdS ¢ drINNN0d

NVRIZLNAWHIN LVIONLL
[SNVISNI OMISTI SISITYNY NV ISVIJLLNH ]

IN@I

S1321811Q UBIBSES 'E

ISIN '€
ISIA 'L



‘ueleddue unye;}

[emu sped uexiode(p uwp wereSsueduad uveusouassd 1wes eped UNsnsip Ul JOULOA
Yepual

ues NIMEA ‘OHISLI STRIS suids[sap uESUsp BHP ¢ (p) TIOTON]

~gyes wesedruowr Q) W00

mexas @8uLL b

1Bues /yepual /@8un /S3un 1l
(#) worosd ¥ (g) woroy yejwmi =el

Imol



yepuay ‘c
yepuad JeSueg ]

T YrojLEag Bress eped refu weSuIp sup (£) woroy]
pefisy npefas audwey b
......................... dIN _...ﬁm“mwmu« mﬁaum 2o
) pel Suerer °g
peliey sepn nduey 1
Tuy Jr{Leq Bess Bped Tequ wesuap ISIp (9) wrotoy
reyqnguuip Suek sjpduwrep weredn uesiuap sup (g) wrojoy
-ueyeeseunad 1exe [pelusur Susi qeqoAuad 10333] URFUIP ISP () urotoy
‘qemur Funddueudd ) * 1dn/asses ensusy]
‘dids sesdieg urerep Suenyia) niadas ueLEIUAEY Ys[o redeop wdur Jued sidojens URIeSEs
..... 5 e e Fuisen-Fusew ueedeouad JeqUIBYBUIW isusjodioaq Fuek oxsir URIUAp ISP (¢) wopoy
UBLUD USWSY BNSUSY Weep Sueryis] Surs euswredeqos N ueduap sUp (z) wojoy
Jrum I0UI0U ISHP (1) toro3
SreBurIalay
. 180
£
(i
. I
(6) (8] (2) (9) (S) (¥) €] @) (1)
o3ISTA wening,
mﬂ,mwm 165 sedweq | veupjSunuray [ uereded qeqeAusd | ISeyLuapLa], | BUIEln elroury o5
iy B[EYS Beys eped Bloxb g=f oIS I0TENIPU]
s
. Hedurzq

+0O'dIdS - MITANH04

LdN/VOaEM NVNIVS LVAONIL
[SYSINYOMO OISR SISITYNY NYA ISVMIJLLNEAI

l.?mul

: si39jung UBIBSES '€

ISIN '@

ISIA 1



remssue
unye) [eme eped wespoderp uep usledsuesuad ueseusoualad 1ees eped UNSNSID UL J[NULOA

‘JEpUal
JeSues /yepual /185un /BEun Jesues njed ‘0MIsU STRElS isdinysop ueduap 1sup () troroy
*(2) wooy x Q) wiofos] yerml eel-uies ueyednIom  : (Q) wopoy

mexas 183ULL 4

@dduiy, g

Im_m_l



158ur], ‘¢

yepusy ‘o
yepuai jedueg ‘I

oI T Jnsjuaq eress Bped tejiu ueSuap stp ¢ (1) woley
ﬂ.._...._..-.:..._.._...:-...:.--...-.-u ammﬂumﬁ.ﬂ Hz_.—.mﬁ.mm_ hﬂﬂﬁn.mm -Wﬂ

pelio) Buleg g
mpelo) Sueie ‘g
pel1a) sepn Jidwey ‘1
up InsLIaq BExs eped re[ru weduop IsUp ¢ (9) Wwooy
‘e nquinip Sued spedwep uBreIm UBSUIpP ISP - (g) woroy

‘ e ‘mereeseuntad resme ipuluom Sued qeqaduad 1073R] UBSULP ISP () moro3]
..., IS SRS . “oyISTy FITUIA] Jeqelad ueSuap sup - [g) wojo)]
..... g T oL trerep Sueniioy niedas ureidold uening ueredeosuad
ueredeouad JequreyBuawr  1susjodraq  Bued  OfISH usgdusp 1suUp : (g) wooy
JOULL JOUTOT ISTIP ¢ (]) wojoy
TUBSURIN I
—— — e
e
C
! ) 13
() (g) (2) (9) () (+) (€] (@ (1)
wening,
oxIsRy smmg | sedwe(] | veuSunway | uerede) qeqaluad ONISTH ISENNIUapPLIa ], -
1sduysaq] 48 ereys e[esg - eped 101 Miuiead OqIST
yedureq

CO'dIdS  AI'NNEOA g
uejeldey susap -

uejelday usning,
: R RIEay BUIBN
i Ldn/1epes [103es

— 0 oF

NVLVIDEN LVONLL
OMISIA SISTTVNY NVA ISYMIALLNIAIL

|mm|




uelegddue unye)
reme eped uesiodenp wep uriegsueiuod ueeueosuatad jees vped unsnsip I IMNULIOY
‘yepual 3esues /yepual /1S3un /S5un
1eEURS mred ‘OxISTI SNIEls 1sdir{sap ueguap wsp ¢ (p) WOoy
*(g) wojoy x (g) uoroy uenexsad [sey ueyedniaw (g) ooy
yexes @3url b

lh\@l



weueSueuad ureuEssE[ad BUBIUAI NIBM TEGUIP ISTID (6) wojoy
......................... JIN rewedtmeuad
feraiPuliug ik A R ) ueeuesyeed BUBOU2L NEM UESUSP ISHP -nreuenp ueye Jued
ueyeresewiiad rensos usjaduwoy Suekd sesmad /pum wRSULp ISID (g) urorolf
uByngp ysew sued ueepuasuad Hnjuaq us3duap ISP (1) wroroy
-gpe Suek werppuaiuad seIgnR)o sIseUR [ISPY ueduap 1S1p (@) wzoc[o¥
‘rsemssi/epe Suek uerepusguad yMuaq ueSuap 1sup (g) woroy
‘gemep Bunddusuzd ‘ueyereseunad e pelusw Sued qeqadiad 1o1ye; uBBUSp ISUP () mo(oy
‘UBLISIUITIIY J5un jedues uep
dIds sediug 98un osxrsu sniE)s UedUAp OFISH rymeA oxisu sejuond ueluap ISIp (g) worox
..._..:._u..._ﬁ._I [ ﬁH.Ww.HUHEMEM_VH
ensusy weep Suenio} SuRA pupwiedeqas Y] weSuap [SHp (z) Tro1oy]
srumn dowou sup ¢ (7)) Wwooy
UESURINAN
= - Hmm
) B B g
L = ) @
= i 1
e | (8 | (2] () () t) [€) @) (1)
n gqemep & %Mﬁﬂ%%mﬁ mNaIA ¥ epe Suei u y
BEM | UNBAURLA | \orenusSusg ePLL/NRYE | eHepusBUAd | (ooocuay | sexgnuepual, Burein) elouny |
UBLEaUBUD] owISIy I0YEHIPU]
NE— ueueSUeusd URIDULR] i

G0 dIdS : ATTNIWHOA

gdg)ellg UBIESES ‘B

NVIMALNIWNTH LYMONLL
NVITYANIONHI NV.LVIDIA

ISIN '€
ISIA 1



......................... dIN -ueueGueuad weeuesyeRd BUBOULI MMEm UBFUSD ISTP ¢ (6) WOy
{2 qretredueusd ueeuesyead BUBOLAI M)YEM UESUSP ISP TUBSURIP Uee

Fued ueyeeseuriad Tensass usjadwoy Fued sedmad /jum usdusp ISUp : (g) WOPOY

reumINgp Yisew Sued uerepussuad ynjusd UBSUIP ISTP (2) t0[oy

epe Buek uerepusfuad seiygsajs SISIBUR [ISEY ueduap sp ¢ (g) ooy

1semBa1/epe Suel usmepuaiuad ¥ynjueq UBSUAP ISP (G) WO[OY

‘qeme[ Sundbueusd eyeeseurad rese tpefusu us qeqaluad Jo3e) meduap sup () WOy
dIdS sedieg Fauy jedues
et uep 98un oSy snyEs uESusp oxsk nyred oxisy seuoud weduap sIp 1 (g) Wojoy
14N /1emes ensusy ureep Sueniis) Jued pUPIIEREGS (1] meSuap sup ¢ (g) woey
nan Jourou Isup ¢ (1) oo
‘ueBuRI oY
N B 1sp
(3
— | N
E— —_— .—-
(& (8] (2) (9) (s) ) (€) () (1)
qeme uexymIngt i
nEm mﬂﬂmﬁ ﬁmmﬂmﬂ m%mm JHRKd A Epy Tami g ! vure) eloury
Sueusy | wemepussuag BpLL /el | eiepuaBuad | qegaiusd | SEXHOU2PLAL P — ON
UBUESUEUR] BUEIUIY UBRUBaUBUS] UBIDUR] oISt

L0°dIdS  ATTNINAOA
: SIS9JeNS UBIBSES

uenng
; weidoid
E:tuﬁwmroﬁm

—~ o od o

JIAN/VPEEM NVALVS LVMDNIL
NVITVAONZONAd NVIVIDEM

|mm..




e S e ‘ueweSueusd ureursyrad BUBOUIL NI BM URSUAD ISP (@) wojoy
‘TreduRIp ueXe
Suek ueyeeseutiad rensas usadwos Sued sedmad /jium uesuap sup (/) wotoy
‘uesynnqip yisew Suek verepusduad ynjuaq uesduap SNp (a) mro103
‘epe Suek uenepuaduad Se1JTNAIA SISI[EUE [ISEY UBSUIIp SUP (c) woijoy
Bnay semdarfepe Suek ueepusiuad smyuag wesuap sUp (+) wojoy
dIds sedieg ‘merpepesentiad 1eye pefusw Bued qeqaduad 1013e] ueduap SUp (¢) woroyq
. DNN ._mm_._ﬁ_ jedues uep
158un oxisu smels UBSUAp ONISLI MiieA oXisil sejlIoud wesusp ISUp (7) woroy
LN Jowou sap () wojoy
ruegueialay]
| =P
_ - €
c
L
(8) (2) ) () (¥) (€) lz) (1)
_ . ueyynIngIp
nREm ﬁ%%%nwm Uer 304 d%.uwm_wawm .MWMWWMMMMM qeqaiuadg ISEURULIPLIAL oN
ueepuaguag il C OqISIp]
UBUBSLURUI] BUBIUIY UEUesueUad UBIOULY

R0'dld

S HITNINAOA

NVLYIDHM LVMONLL
NYTTVAONIDONEd NVLVYIOH

I.D.h.\l

uelelday uening ¢
uelelday Siuse g
UBBISaY BUWIBN 7
1dn/aomies fiores T




merseyiunuwoydusd ueeuesyejad nyyem UBBUSP 1s1g ¢ (9) wWO[OY]
‘ueieiday qemel Sunddueuad yuum /1eqeled urvSusp 1suq @ (¢) wojoy]
‘geme Junisueuad ‘Tewrslsye undnew reuralut yieq ‘(eliey jun vweu) remedad

UBLISI LAY yoduwo[ay ‘ppansey/piqey /Seqey/eleay wenyeg eredoy uelusp srQ () wooy
‘wAuure] qedey “eing ‘usiodeT niados isewrojur weredweduad ynjun

dIds sesieg
VR s e e ueeunSip ueye Suef seNWON eueleg wep srjuag ueduap g o (g) woroy
-weqreduresip uidur Sued usepusius IseuLIoju] UBSUSp 181 : (g) woroy
Jrun oot snp ¢ (1) woloy
IUBFUBRIDIY
1sp
= _ [
#
- - [
(9) ¢} (+) € (z) (1)
UBBUBSY R[] ISBULIOU] ISEULIOJU] ISEXTUNIIIOY] UBBUBIUIIL(]
msEem BUILI2U2S eipadusd BIIBIES /3njuag Bued ueepuasusg ON
60°dIdS + AITNINHIOA
“ ueniy, ‘g
ISTA T
L T |

NVIIZLNIWEM LVHONLL
OMISIN NVNVDNVYNHL NV SISTTVNY TISVH
ISVMINNWOM NV ISTINIOANI

I.Hh.n




‘ueseiunuwosdusd ueeuesyelad nyyes usdusp 1S ¢ (g) woloy
“ueeiday gqemsl sundiueuad jiun/ieqelad usduap s 0 (g) wooy
Tewosyo undnew reusalur yreq ‘(eloy jun vmeu) remedag
‘qemep Sundduruag  sodwoly ‘pgnsey/piqey/Seqeyi/eltay uenjeg eredey ueSusp sng ¢ (p) woroy

dldS ses1eq “eAuure] Gedey eing ‘verode] nisdes 1seunicpur veredurefuad ymyun
....... 6 /A ueyeuNIp ueye JFued ISEIUNUWOY BUBIBG URp YNjuag urduap s : (g) urojoy
‘uweseduwrestp udu Sued ueepusBusd iseunoju] uesuap sy - (zZ) woroy
NI IOUION ISP @ (1) woroy
uesuUBRINGY
1sp
e
(@
!
(9) (<) (¥) (€) (@ (1)
UBBUESYE[2] ISBULIOJU] [SELWLIOJU] ISENIUILLUIOY UBYEUBDIUILI(C] -
mAeMm BUILISUA] BIpaAUag ruRIeg /Mnjusag Sued uernmepusduag N
OT dIdS © dITNINFOH
wening, g
ISTN "€
B 7T

LdN/VrEaas NVNLYS LVIONLL
OMISRI NVNVONVNHL NVA SISITVNVY TISVH
ISYMINNNOM NV ISYINROUINI

!mh_l




‘ueisesunuroyFuad weeuesyead nppem usduap 1Si(] (g) wojoy
‘uejeiSay qemel Bund3uruad jun /jeqelad ueduap sng (c) rotoy
TEulasye undnew [euaaiul areq ‘(elrsy jrunm vunsu) remesag
‘emay  yodwroppy ‘upqnsey/prqey/Seqey /ey uenieg ereday ue3uep st @ () WOoy
d1dS sedi1eg ‘BAuuie] Qedey emng ‘ueiode] 1adas seuntojul ueredweiuad Hrgun
...... QT ueyeunsip uexe FuesA [SEMIUNWOY BUBIBS UBD Xrjuag uwesSusp ISTUQ (g) wiojoy
‘meyredurestp urSur Suek wemepuaduag seurioju] uegusp IsI(] (7) wojoy
jnan owou 1sup (1) woey
:UEdueIalay
) - 1sp |
- ) e
B . C
E— S =
) B —— ¥ e ¢) il
UBBUBSHB[24 ISEULIOJU] ISELLIOJU] ISBIIUTNTIOY  UBBUBOUIL( iy
niyem BUWILIaUd4 eipaduadq BLUEIES /3niuag fued uBEBpUIsUI] ]
ITdIdS * dI'TNINJO04A
uejeiday uenmy, ‘¢
UBIBEEoY BWEN F
Lan/nes 1
NVLVIOEY LVIONLL

OMISTH NVNVONVNEHd NYd SISI'IVNY 'TISVH
ISVAINMOWOX NV ISYINHOUANI

l_m_.hqi



TuBRFUEp

SRS 1) uesfe Bued weyeresenutad menses usjadwoy Sued sednjed wuedusp sup (2) wojoy
s ) “eAmLIag Jegsatuas ueiode] vped ueuedueuad eueouas pefustu
uep UEesuR)ia) umpaq Jued ey depeyrs; ueeqrad uemsn weSusp sup () wrojoy
"RURIUIAL TEMFUTPIIRID ISeSIRal
vreje seasp edniag mymed weSueu: wnpq sued [By-[ey uedusp sOp (g) wopoy
’ lalsaluas
‘qemep 3undiueusy Mes BUBR@ES BuLIjrour [set; rrep wueredimeuad wesmzar ueSuap SUP ¢ () wooy
UBLIa)Uauay ‘qeqaiuad J0i3e] Lep UeyE[eseuLad JEXE UBNSUR[IEUat
J1ds seEieg Jjun ueMepun ueeysuetss edruoq ueueBueued euROULL UBBULD ISUpP (¢) wojoy
...... Qe 1d8un jedues
uEp 1E9un ojisu sMEls usluap oisu njed oisu seyuoud ueBusp snp (z) woroy
Jrun Jowou sup ¢ (1) wojoy
IUESUEII Y
1Isp
= - m =
[
- —— - H
n (e) i) ) ©) — & D
TUBSUELIS], uBlepuUasudd ] . ) i
mcmmﬂwﬁ - nmﬂuwwﬂﬂwwm wnag sueg reesieed BUBOLAY ISB[JIIUIPLIS], OIS oN
URUEBSUBUS UBIIUR]
cl'dIds : dI'TNINI04 Ay
uenfng, ‘g
BIN. S
ISIA 7T

NVIdHLNIWHN LYHIONLL
NYHLNI NVITVONEFDONId NVAVINVINEd

l.W-.m._.l



TRamnI

uexe fued ueyefesewdad enses usjodwoy Suef sedryed uelusp sup ;o (L) Wooy
R S NS ST AN LI 1asawss velode] eped usuedueusad eueoual pelusw
I e ey e L | uEp EsuEs] wnjaq Sued rey depeyrs) ueyreqred uemsn ueSusp UpP o (9) WOOY]
“BUBIUAI UBHSUIpURIP ISBSITEal
siejue semap edruaq rjed weduens) wnpeg Sued [|y-[ey ueduap IUp : (Q) wooy
PEICEIE
mes pwees suuojiuowr sey wep ueuwefueuad isesiear uefuop sup o (p) wooy
‘geme Fundfueuog ‘qeqaduad 1oje] ep ueyereseuLtad reye wesBusySusur
dIdS sedieg Hun UEepur; uemydusies edniaq ueusSusuad vuwvouar uedusp sup o (g) wooy
.ON... .Mwm.:w._ u.mmqmw
UBp 1E@5UT] OISII srgels uwdusp oxisi mimk oxsu sejuond ueSusp sup @ (z) wopoy]
run dowotr SR ¢ (1) wooy
IREIRIN]aY
| I8P
€
@
I
) ) €] ) (&) @) B3]
qemer weNeqIsg RRdUelaa], ISeSIE9Y | BUBOUDN
T ﬂm.m neq) uinjag suey R ISENYUUIPLIS], OHISTY ON
UemesmeudJ UBloury
eldlds © AI'TNNYOd
uenlng, ‘g
ISIN T
ISIA U1

JAN/VIEEN NVNLVS LVIDONIL

NAHLNI NVITVAONIDONEHd NVAVINVINIC




“BUBOUSI UBHIUTpURQIP 1SESI[Eal
erue semap ednieq mied mwmiurs) mmiaq Sued Ri-er] vedusp sup ¢ (o) wooy]

"19]83UIa8
mjes Bureps SuLiojuoun [sey tep ueusSueusd sesyesr ueSusp sup ¢ (4) wojoy
“ernjay ‘qeqaduad 1073e] 1rep teEpseniad e wesueySusy
dlds sedieq Anjum mejepurn Usreysuerss ednisq ueuefueuad euBOUAI UWEBULD IMD ¢ (g) wopoy]
...... _.UN:........+..........I.. .wmmﬂ_u_ Hm_m.c.:mww
uep Edun oyISU snieis UESuap OIS MmeA oyisu sejuoud meSuap sup ¢ (7) wopoy
Jnin 10mou SIp ¢ (1) uojoy
IESURINOY
1sp
€
B g
. [
T (©) ) ) ©) @) §3)
qemep ueqreqIad E.mmnm.w._ AL ISBSI[EY] BUBIUIY
FunSueuag wemsn umjpag auek ISERRUapLI], ONISY ON
UBUEBUBUIJ UBIOULY

1 dIdS - dITNWH0
uejerday wenlinyg, ¢

uwiBizay] vuIeN g
: Ldn/exes 1
NVLYIOHEM LVIDNLL
NIHLNI NVITVANTONd NYOVINVNA

l@h—l




(NTaAndIvs WIMVH NYINXINTY

r e

5

VISENOANI MI19ndday
YINVOY [8H LNHIN

IUEFURP

uexe Sued ueyepeseuntad menses usjadwoy Sued seSmged weSusp mup

"eAUII{LIag Jogsswes uriode] eped ururdueuad wiresuar mpelusu

uep ueduenss) umpeg Sued rey depeussy uexmeqgaad uemnsn ueSusp sup

lh:h...r

(£) urojoy

(9) woroy



